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BAB I
PENDAHULUAN
N

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa délam kenya-
taannya tanah adalah merupakan benda yang tergolong
paling penting dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat
disamping kebendaan yang lain, karena sudah semestinya
bahwa setlap orang itu membutuhkan tanah, baik tanah itu
dipakai untuk pertanian sebagal mata pencaharian orang
tani, maupun‘tanah itu dipergunakan untuk didirikan rumah
atau bangunan sebagal tempat kediamannya.

Jika kita melihat perkembangan penduduk diIndonesia
dewasa ini maka masalah tanah makin tampak kepentingannya
daripada fuﬁgsi tanah tersebut, karena banyak orang yang
memperhatikan masalah tanah yang dipergunakan untuk
tempat kediaman dan disamping itu pada masa-masa sekarang
ini banyak terjadi Jjual beli tanah dan pengeringan tanah
vaitu:
dari tanah sawah yang dijadikan tanah kering yang
dipergunakan untuk didirikan bangunan rumah  sebagai
tempat kediaman, olep karena itu masalah tanah meruéakan
hal yang sangat penting diperhatikan oleh setiap orang.

Oleh karena setiap orang mehginginkan tanah sebagai
tempat kediaman dan bagaimana caranya orang untuk
memperoleh tanah itu maka dari itu perlu sekali diadakan
peraturan tentang tanah dan dalam peraturan itu termasuk

Juga peraturan tentang perJjanjian Jual beli tanah



termasuk Jjuga cara-cara memperoleh hak-hak atas tanah.

Dengan adanya peraturan-peraturan itu, maka bukan-
lah untuk menyulitkan cara-cara untuk memperoleh hak-hak
atas tanah, melainkan sebaliknya yaitu untuk menghindar-
kan kesulitan cara memperoleh hak atas tanah bagi rakyat
umum artinya mempermudah atau memperlancar Jjalannya untuk
memperoleh atas tanah dan di samping itu dengan adanya
perselisihan-perselisihan atau persengketaan mengenal
tanah. |

Di dalam Jual beli tanah, peraturan mengenai tanah
adalah sangat penting karena untuk menjaga Jangan sampail
terjadi pers8ngketaan atau perselisihan antara penjual
dan pembeli atau dengan pihak lain, misalnya tanah yang
belum diwariskan atau dibagikan pada ahli wariénya taﬂah
iﬁu sudah dijual pada orang lain. oleh sebab ‘itu untuk
menjamin akan adanya ketertiban hukum dalam masyarakat
khususnya mengenal pertanahan maka pemerintah membuat
suatu Undang-Undang Pokok Agraria sesual dengan keadaan

masyarakat Indonesia.

A. Latar Belakang
Bahwa tanah merupakan masalah yang esenslal yang
tidak dapat dipisahkan dengan manusia, @aka perlu
adanya perundang-undangan yang mengatur secara tegas
dan komplit sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi
bagi penjual dan ataupun pembeli tanah pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya dalam soal Jjual beli tanah

sehubungan pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria di



Kabupaten Demak.

B. Alasan Pemilihan Judul
Alasan-alasan yang menyebabkan penyusun memilih
judul skripsi tentang "Pelaksanaan Perjanjian Jual

Beli Tanah Sehubungan Dengan Keluarnya Undang-Undang

Nomor 3 Tehun 1860 dan PP No. 10 Tahun 1961 di Kabupa-

ten Demak” dapétlah kiranya penyusun uraikan dengan

cara—-cara sederhana sebagai berikut:

- Karena perdorong oleh keinginan penulis untuk menge-
tahul dan mempelajarl dari dekat sampai sejauh mana
masalah Jual beli tanah dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PP No 10 Tahun 1961 di
Kabupaten Demak sudah dilaksanakan oleh masyarakat
sesual dengan peraturannya atau tidak.

+ - Ingin mencoba dan menerapkan kemampuan yang ada pada
kami yang masih demikian sederhana dalam hal masalah
Jual beli tanah, dengan harapan bahwa ilmu yang
masih sedikit 1ini dapat bertambah dan dapat
disajikan bagl masyarakat sehingga berguna bagl
kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

hukum pertanahan.

C. Pembatasan Masalah
Agar“supaya uralan-uraian dalam skripsi ini tidak
menyimpang dari tujuan pokoknya dan juga demi mencegah
kemungkinan kekacauan tentang persoalanﬁya, sérta

untuk menentukan pedoman kerJja, penulis haﬁya membahas



persoalan pelaksanaan perJanjian Jual beli tanah
sehubungan® dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 dan PP No 10 Tahun 1961 di Kabupaten Demak.

Perumusan Masalah

Untuk menguralkan tentang perumusan masalah yang
bertitik tolak dari alasan pemilihan judul tersebut di
atas dan agar supaya dalam penyusunan skripsi ini
dapat terarah pada sasarannya, maka dalam  memberikan
perumusan , masalah akan dilakukan dalam bentuk perta-
nyaan yang mestinya akan dijadikan pedoman Dbagi
penelitian dalam rangka untuk memperoleh data yang
dipérgunakan atau diperlukan bagi penulisqn skripsi
ini yaitu sebagail berikut :

1. Bagaimana perdanjian.dual bell tanah sebelum
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Bagaimana pelaksanaan perjandian Jual beli
tanah setelah keluarnya Undang-Undang Pokok
Agraria dan PP No 10 Tahun 1961.

3. Masalah apa yang timbul dalam perJjanjian Jual

beli tanah di Kabupaten Demak.

Sistematika Penulisan Skripsi

Agar untuk mudah dimengertli dalam penulisan
skripsl 1ini, maka penulis akan memberikan gambaran
secara garis besarnya saja sistematika penulisannya.
Seperti dapat kita lihat pada daftar isi merupakan

keseluruhan 1isi darli penulisan ini pada dasarnya



adalah dititikberatkan pada pelaksanaan perjanjian

Jual beli tanah dengan keluarnya Undang-Undang Pokok

Agraria.

Di sini tanah yang menjadi  obyeknya, walaupun
demikian tidaklah terlalu berlebihan apabila kami
urailkan sekall lagl secara garis besarnya sajJa yang
akan kami uraikan nanti dalam bab demi bab.

Bab I. Merupakan bab pendahuluan, dimana penulis

' menyajikan latar belakang, alasan pemilihan
dhdul, pembatasan masalah, perumusan ﬁaaalah,
dan sistematika penulisan.

Bab II. Bab 1ini penting karena di dalam bab ini

p:nulis akan menyajikan mengenal kerangka
teoritik terdiri dari: Tinjauan Umum tentang
perjanjian jual beli dilihat dari Pengertian
Jual beli menurut BW dan menurut hukum adat,
Sifat perjanjian jual beli, Subyek dan obyek
dalam Jual beli, terjadi dan batalanya per-
dandién Jual beli.
Tinjauan tentang Jjual beli tanah dilihat dari
perjanjian Jual belil tanah menurut BW, Jual
beli tanah menurut hukum adat, Jual beli
tanah menurut Undang-Undang Pokok Qgraria.

Bab III. Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi
penelitian yang dipakai, yang berguna sebagai
Jalan ﬁntuk memperoleh data yang diperlukan

serta tujuan yang ingin dicapai dalam peneli-



Bab 1IV.

Bab V.

tian, spesifikasi penelitian, metode
éampling, metode péngumpulan data, metode
analisa data.

Bab ini penting merupakan pokok masalah yang
akan dibahas, adapun yang dibahas adalah
perjanjian Jual bell tanah di  Kabupaten
ademak mengenal sekilas pandang wilayah
Kabupaten Demak, Jual beli tanah sebelum
keluarnya' Undang-Undang No. 5 Tahun 1960,
Jual beli tanah setelah keluarnya Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 dan PP No 10 Tahun
1961, serta m&salah—masalah yvang timbul.

Bab ini merupakan bab penutup atau bab
kesimpulan dan saran-saran serta diakhiri

oleh lampiran-lampiran dan kepustakaan.



A.

BAB I1
KERANGKA TEORITIK

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI
Di dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat,
maka hubungan manusla dengan manusia dengan benda, itu
merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan.
manusia yang bermasyarakat. Maka dari itu hubungan-
hubungan perlu pengetahuvan atau perlu adanya
peraturan, karena antara masing-masing plhak itu
mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya dalam
perjanjian Jjual bell.
Maka perlu uraian pengertian jual belil secara umum
1. Pengertian Jual Beli
1.1. Menurut BW
Menufut Mr. Soebekti 1) perjanjian jual beli
ialah suatu perjanjien dimana pihek yang satu
menyanggupl akan menyerahkan hak milik atas sesuatu
barang, sedang pihak yang lainnya menyanggupi akan
membayar sejumlah uang sebagai harganya.
Menurut Mr. Polak 2) persetujuan dimana satu
pihak mengikatkan diri untuk menyerahkannya guna
dimiliki sebuah benda, sedang pihak lain

1.) Soebekti, Pokok-Pokok HukumPerdata, pen, Pembimbing Masa, Cet ke

8, Jakarta, hal. 123.

2.) Mr. Polak, Hukum Perdata Tertulisdi_ Indonesis, Terjemahan Suh-

fan, Cet ke 2, JB Waltgrs, Jakarta Groningan, hal 69.



mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah
ditentukan dari benda itu. Jadi pengertian Jual
beli antara kedua belah pihak terdapat kata sepakat
tentang benda dan harganya, dan kata-kata mengikat
diri maka di sini tidak ada unsur-unsur paksaan,
penipuan maka dari itulah terjadi kata sepakat
antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan
pembell, pihak penjual mengikatkan diri untuk
menyerahkan guna dimiliki sebuah benda, sedangkan
di lain pihak atau pihak pembeli mengikatkan diri
untuk membayar harga yang telah ditentukan.

*Pi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1457 menentukan bahwa Jual beli adalah suatu
persetujuan déngan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu benda  dan pihak
vang lain untuk membayar harga yang telah dijanji-
kan.

Dengan demikien perjanjian jual beli ini
merupakan perjanjian timbal balik yang berarti
bahwa masinngasing pihak (pihak penjual dan pihak
pembeli) mempunyai hak dan kewajiban yaitu pihak
renjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah
dijualhya dan berhak menerima atau meminta uang
pembayaran harga barang yang telah ditentukan oleh
‘kedua belah'pihak dan sebaliknya pihak yang lain
atau pihak pembeli berkewaJjiban men&erahkan uang

untuk membayar harga pembelian suatu barang dan



berhak menerima barang yang sudah dibelinya.

Sedang yang dimaksud dengan harga di sini
harus berupa sejumlah uang atau salah satu alat
pembaydran yang syah misalnya pembayaran dengan
ceque (ceque yaitu merupakan alat pembayaran yang
syah tapl tidak merupakan alat pembayaran mutlak
artinya sipenjual dapat menolaknyé pembayaran
dengan ceque). Jadi dalam Jjual beli barang, harga
harus dibayar dengan sejumlah uang atau alat
pembayéran vang lain yang di syahkan oleh negara.
Jika barang yang dibeli itu dibayar dengan benda
lain (bukan b;rupa sejumlah uang atau alat
pembayaran yang syah) maka apa yang terjadi dalam
transakel itu bukan lagl  merupakan transaksi
tukar menukar barang dengan barang. Dalam arti
perekonomian seorang penjual melepaskan hak
miliknya atas sesuatu barang oleh karena dianggap
kurang perlu untuk kebutuhan perekonomiannya.

Jadi tujuan perekonomian dari Jual beli ialah
memindahkan hak milik atas sesuatu barang dari
seorang tertentu kepada orang lain.

Sedang yang dimaksud penyerahan suatu barang
vang dijual dari si penjual kepada si pembeli di
sini diartikan penyerahan barang beserta hak atas
barang tersebut belum diserahkan oleh =i penjual
kepada si pembeli maka hak milik atas Dbarang

tersebut tetap berada di tangan sipenJjual.
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Kemudian mengenal cara penyerahan atas
barang ada dua macam yaitu :

1. Penyerahan langsung yaitu penyerahan dari

¥  tangan ke tangan artinya penyerahan dari
tangan penjual ke tangan pembeli barang
vang telah ditentukan dalam éerdandién,
dan penyerahan langsung ini hénya dapat
dilakukan terhadap barang-barang bergerak
saja misalnya : penyerahan sepeda,
perhiasan, meJa kurei dan lain sebagai-
nya.

2. Yuridische Levering yaitu renyerahan
tidak langsung artinya suatu penyerahan
yang menyebabkan beralihnya hak daripada
benda itu misalnya penyerahan dengan
akte balik nama, dan penyerahan ini
biasanya dilakukan terhadap barang-barang
vang tidak dapat dipindahkan milsalnya:
sawah, ladang, kebun dan lain sebagainya.

Saat lahirnya perJjanjian Jjual beli
Kapan térdadinya suatu perJjanjian Jual beli ?
Berdasarkan.pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menentukan bahwa Jual beli itu
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,
seketika setelah orang-orang ini mencapail kata
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun
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harganya belum dibayar. _

Jadi menuprut pasal ini bahwa lahirnya suatu
perikatan Jual beli yaitu pada waktu kata sepakat
antara pihak penjual dan pembeli disetujui oleh kedua
belah pihak mengenal Jjenisnya barang dan banyaknya
barang dan harga dari barang yang telah ditentukan
dalam suatu perjanjian Jual beli itu, meskipun barang
vang menJadl obyek perikatan belum diserahkan oleh.
renjual kepada pembeli dan harga barang tersebut Belum
dibayarkan oleh sipembeli kepada sipenjual.

Jadi dengan demikian suatu persetujuan yang
syah dan belum dilaksanakan mengenai penyerahan barang
maka persetujuan dianggap telah syah dan pelaksanaan-
nya dari Berdandian Jual beli itu merupakan kewajiban
‘dari kedua belah pihak penjual dan pihak pembeli.

1.2. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, saat lahirnya suatu
persetujuan jual bell yaitu bukan saat tercapainya
kata sepakat dari kedua belah pihak melainkan pada
waktu pembayaran barang oleh si pembeli kepada si
penjual dan dibarengli dengan penyerahan barang yang
telah ditentukan dalam perJanjian atau penyerahan
hak milik atas sesuatu benda oleh si penjual kepada
si pembeli.

Menurut Imamm Soedidat’SHS)

3.) Imam Soedijat.SH, Aaa&_.Aaas.tmhm_Adn, Cet ke 2 Yayasan Pener—

bitan GAJAH MADA, Yogyakarta, hal. 169.
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Jual beli menurut hukum adat ialah telah
terjadi pada saat penyerahan benda (sebagail
prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan
pembayaran tunai (seluruhnya, kadang-kadang
sebagian, selaku kontra  prestasi) perbuatan
penyerahan 1itu dinyatakan dengan istlila.h Adol,
sade, (dalam bahasa Jawa).

Mengeﬁai panjer dalam hukum' adat yaitu
berfungsi pembicaraan yang mengandung Janji saja
antaxfa’ kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak
pembeli), dan panjer ini tidak mengakibatkan suatu
kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak dan dengan adanya pander itu, maka pihak-
pihak yang bersangkutan akan merasa terikat atas
rerjanjian yvang dibuatnya, tetapl adanya panjer ini
pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembelil)
tidak berkewajiban untuk melaksanakan suatu
perjanjian yang dibuatnya oleh kedua belah pihak
dan apabila sudah ada perjanjian atau kata sepakat
dari kedua belah pihak dan sudah diserahkannya atau
dibatalkannya maka konsekwensinya ada dua kemung-
kinan yaitu :

1. Bila yang ingkar si pemberi panJjer (pihak
pembﬂeli) maka uang panjer tersebut menetap pada
si penerima panjer (pihak si pendual)'.

2. Jika yang ingkar itu ada pada pihak penerima

panjer (pihak penjual) maka ia harus mengembali-
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kan panjer yang telah diterimanya, ada kalanya

pengembalian panjer ini sebanyak dua kali lipat

dari nilai panjer yang telah diterimanya.

gadi dengan demikian katg sepakat dalam
perjanjian Jual beli menurut hukum adat, dapat
dibatalkan oleh masing-masing pihak meskipun sudsah
ada panjer atau uang muka.
Biaya perjanjian Jjual beli

Tiap-tiap perJanjlan Jual  Dbeli yvang
memerlukan bilaya, misalnya pembelian segel untuk

membuat surat perjanjian dan lain-lain.

2. Sifat Perjanjian Jual Beli

Mengenai sifat perjanjian Jjual beli ada

peibedaan antara hukum barat dan hukum adat.

1. Perjanjian Jjual beli menurut Hukum Barat/ BW

- Dalam perjanjian Jual beli menurut BW,
mengenal adanya asas konsensualitas yang berarti
bahwa perJanjianJual beli itu dilahirkan pada
detik tercapainya kata sepakat antara penjual
dan pembell mengenai suatu hal yang pokok.

Sedangkan di dalam Jual beli menurut
Hukum Adat bukanlah persetujuan belaka yang
dicapal kedha belah pihak melainkan suatu
penyerahan barang oleh penduél kepada pembeli
dengan maksud memindahkan hak milik atas barang
itu, dengan syarat pembayaran harga tertentu

vang berupa uang oleh si pembeli kepada si
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penjual yang bersifat riil.

. Perjanjian Jual beli menurut BW, bersifat obli-

gatoir overenkoms dan Zakelijk overenkomst.

Dengan adanya dua pemakaian istilah yang
tersebut di atas maka bisa membingungkan karena
Zakelijk Overenkomst pada hakekatnya bukanlah
suatu perJjanjian yang berdiri sendiri melainkan
pelaksanaan perjanjian belaka.

Sedang dalam Hukum adat tidak ada pemba-
giaﬁ vang demikian karena selama penyerahan
barang itu belum terjadi perjanjian Jual beli
pada hakekatnya belum ada pengikatan apa-apa
dari kedua belah pihak.

. Subyek dan Obyek dalam perJjanjian jual bell.

D1 dalam suatu perjanjlan Jual beli ini
ada 2 (dua) unsur yang dapat menimbulkan adanya
perjanjian Jjual beli yaitu subyek perdandian
Jual belil dan obyek perdanjian Jual beli.

Subyek perjanjian Jual beli |

Yang dimaksud subyek perjanjian dalam
Jual beli 1ialah pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian Jual beli yaitu ada dua antara 1lain
penjual dan pembell.

Subyek perJanjian dalam Jual beli yaitu
penjual dan pembeli ini dapat dilakukan oleh:

1. gerson atau orang yang secara individu

melakukan perjanjian Jjual beli.

I
i
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2. Badan Hukum yaitu sekelompok ofang vang
terdiri dari beberapa orang yang secara
bersama-sama melakukan perjanjian Jual beli.
Q}salnya : Yayasan, Perseroan Terbatas, dan
lain sebagainya.

Selanjutnya di dalam Pasal 1330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa
orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat
suatu persetujuan-persetujuan adalah :

1. O;ang vang belum dewawa.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang dite-
tapkan oleh Undang-Undang telah dilarang
persetujuan-persetujuan tertentu.

Di dalam Hukum perdata Pasal 1330 terse-
but di atas menjelaskan siapa-siapa yang tidak
cakap melakukan untuk membuat persetujuan-
rersetujuan adalah :
ad. 1. Orang yang belum dewasa

Sebagal ukuran, bahwa seseorang dinyata-
kan sudah dewasa atau masih dibawah umur/ diang-
gap belum dewasa, menurut Pasal 1330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan
bahw; belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapal umur genap dua puluh satu tahun, dan

tidak lebih dahulu kawin, di sinl Jjelas bahwa

bagi mereka yang belum mencapai umur dua puluh
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satu tahun dan mereka itu belum kawin, mereka
itu adalah dinyatakan oleh Undang-undang adalah
belqg dewasa dan bila sebelum umur duapuluh
satu tahun ia telah melakukan perkawinan maka ia
dianggap telah dewasa, karena batas umur yang
boleh melakukan perkawinan menurut Undang-undang
adalah bagl seorang 1laki-laki adalah paling
rendah berumur 18 tahun (delapan belas tahun)
dan bagli seorang perempuan paling rendah berumur
15 thhun (lima belag tahun). Ketentuan ini dalam
pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dan selanjutnya pada pasal 1330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa
Apabila perkawinan bubar sebelum umur mereka
mencapal dua puluh satu tahun, maka mereka tidak
kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa tetapi
mereka tetap dianggap sudah dewasa, sudah mampu
atau cakap melakukan perbuatan hukum meskipun
umurnya belum mencapal duapuluh satu tahun, tapi
mereka telah dianggap sudah dewasa karena mereka
sudah melakukan perkawinan.
Untuk orang-brang vang belum dewasa bila melaku-
kan perbuatan hukum misalnya Jual beli maka ia
harus didampingi oleh orang tuanya atau walinya.
ad. 2. Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan

Mengenai orang yang dibawah pengampuan

orang lain mereka dianggap tidak cakap melakukan
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perbuatan hukum, karena mereka kurang sehat
akalnya dan orang itu berada dibawah pengawasan
orang lain, maka bila mereka itu melakukan
perbuatan hukum misalnya Jual beli maka mereka
itu harus didampingi oleh walinya atau dengan
kata lain yang bertindak dalam melakukan Jual
beli itu harus curaternya, sebabnya bila
seseorang kurang sehat akalnya apabila melakukan
perbuatan hukum misalnya Jual beli, maka 1la
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas per-
buatannya yang dilakukan, dengan demiklan orang
yan%J kurang sehat akalnya, bila melakukan
per-buatan hukum Jual beli maka Jjual beli yang
dilakukan oleh mereka itu tidak syah..
Maka wuntuk itu upaya jual beli menjadi syah,
maka Jual beli itu harus dilakukan oleh curater-
nya.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro SH4)

Pergaulan hidup masyarakat, dalam mana
Juga termasuk orang-orang yang belum dewasa dan
orang-orang yang tidak sehat aksalnya membutuhkan
pengikatan orang-orang itu, agar ada tata tertib
dalam masyarakat, maka sudah seharusnya ada
perwakilan mereka dalam pergaulan hidup itu.

Ad. 3. Orang perempuan, dalam hal yang ditentu-

4.) Wirjono Prodjodikoro. SH, Hukum Perdata Tentang Persetuijuan
Tertentu, Cet ke 6, Sumur, Bandung, 1974, hal. 19.
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kan oleh undang-undang dan pada umumnya gemua
orang kepada siapa Undang-Undang dan pada
umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang
telah melarang membuat persetujuan-persetujuan
tertentu.

Dalam hal ini memang menhrut hukum
Perdata seperti yang tercantum dalam pasal 108
Kitab Undéng—Undang Hukum Perdata yang menyata-
kan bahwa seorang istri, biar 1la kawin di luar
peréatuan harta kekayaan atau telah Dberpisah
dalam hal itu sekalipun, namun la tidak boleh
menghibahkan barang sesuatu atau  memindah
tangankan, ‘atau memperolehnya, baik dengan
cuma-cuma maupun atas bea, melalnkan dengan
bantuan dalam akte atau 1ijin tertulis dari
suaminya.

Jadi dengan demikian menurut pasal
tersebut di atas bahwa seorang istri tidak boleh
melakﬁkan perbuatan hukum, misalnya memindah
tangankan hak atas tanah, melainkan harus dengan
ijin tertulis dari suaminya, tanpa bantuan dari
suaminya, perbuatan seperti tersebut di atas
dinyatakan tidak syah menurut Undang-Undang,
tetapi setelah dikeluarkannya surat edaran
Mahkamah Agung no. 3 tahun 1963 yéng isinya
antara lain menyatakan bahwa mencabut lagi

berlakunya pasal 108 dan pasal 110 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata.

Adapun isi pasal tersebut di atas antara lain:

Pasal 108 Kitab Uﬁdang—Undang Hukum Perdata :

: Tentang tidak cakapnya seorang istri
dalam melakukan perbuatan hukum kecuali
dengan surat kuasa atau didampingi oleh
suaminya.

Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
Tentang seorang istri tidak diperboleh-
kannya menghadap di muka hakim tanpa
bantuan suaminya.

Dengan dikeluarkannya surat Edaran Mahka-
mah Agung no. 3 tahun 1863 ini, maka hapuslah
ataw menjadi tidak berlakunya Pasal 108 dan
Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum P;rdata.
Jadi dengan demikian maka hak seseorang 1istri
ini mengai&mi perkembangan, sebelum dikeluarkan-
nya surat edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 1963
ini maka hak dan kedudukan seorang istri menjadi
bertambah dan sekarang istri menjadi cakap dalam
melakukan perbuatan hukum misalnya Jual beli
tanah. '

Disamping itu orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum ialah misalnya orang
vang Jatuh pailit dan apabila orang yang
dinyatakan Jjatuh pailit bila melakukan perbuatan

hukum maka yang bertindah harus curaternya yaitu
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dewan harga peninggalan.

Dan masih ada lagi orang yang tidak boleh
mengadakan perjanjian jual beli, seelain orang
yang dinyétqkan tidak cakap seperti vang
tercantum dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yaitu yang dicantumkan dalam pasal
1469, dan pasal 1470 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Obyek perjanjian Jual beli

Tadi telah dikatakan yang disebut dengan
subyek Jjual beli adalah person atau orang badan
hukum yang mengadakan perjandlian Jual beli yaitu
antara lain pihak penjusl dan pembell dan
sekarang mengenal obyek dalam Jual bell.

., Adapun yang dimaksud dengan obyek Jjual
beli. Yang dinamakan obyek jual beliialah hal
vang diperlukan -oleh subyek Jual beli, itu
dimar s R e/ or. 31 a5 5

Yang dapat dijadikan obyek ‘Jual beli
ialah eseperti yang tercantum dalam Pasal 1332
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaﬁg
menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan saja yang dapat menJjadl pokok
persetujuan-persetujuan.

Dalam pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru

)

5.) WirJjono, Ibid, hal. 21.
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akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok
suatu persetujuan, tetapl tidaklah diperkenankan
untuk melepaskan suatu warisan yang terbuks,
ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hél
mengenai warisan itw, sekalipun dengan
sepdkatnya orang akan meninggalkan warisan yang
menjadi pokok persoalan itu (pemiliknya).

Jadi dalam pasal tersebut di atas sudah

dapat dijJadikan obyek perikatan dan apa Yyang
tidak dapat dijadikan obyek perikatan yaitu
barang-barang yang dapat diperdagangkan, Jjadi
dengan demikian bahwa isi pasal ‘1ni dapat
ditafsirkan bahwa benda-benda yang dipergunakan
untuk kepenkingan umum, harus dianggap sebagail
barang-barang‘diluar perdagangan.
Jadi = barang-barang yang dipergunakan untuk
kepentingan umum terutama yang dimiliki oleh
negara ini tidak dapat  dijadikan obyek
persetujuan Jjual beli yaitu tanah kuburan, jalan
raya, hutan milik negara dan lain sebagainya.
Dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Juga disebutkan bahwa barang yang
dijadikan obyek persetujuan Jual beli yaitu
benda itu harus tertentu, paling sedikit harus
ditentukan Jjenisnya dan jumlah benda itu tidak
perlu difentukan misalnya dalam gudang.

Pembagian benda menurut hukum ﬁerdata ada
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2 (dua) macam benda yaitu:
1. Benda yang bergerak
2. Benda yang tak bergerak

Kalau benda yang bergerak itu benda yang
den%?n mudah untuk dipindahtangankan misalnya
saja, kursi, buku dan lain sebagainyé.
Dan yang bergerak ini dalem persetujuan Jual
beli, ini cara pemindahan haknya lebih mudah
dari pada benda yang tak bergerak, dimana benda
yang bergerak ini cara pemindahannya adalah
secara langsung yaitu dari tangan ke tangan.
Tetapl benda yang tak bergerak ialah benda yang
tidak dapat dipindahkan misalnya tanah sewa,
rumah, gedung dan lain sebagainya. Dan dalam
persetujuan Jual beli benda tak bergerak ini
daldm pelaksanaan remindahan haknya harus
melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-
Undang dan disamping itu harus dibuat suatu akte
balik nama dan harus diketahui oleh pemerintah
setempat, misalnya dalam Jual beli tanah ini
diketahui oleh Kepala Desa akte Jjual beli tanah
ini dibuat oleh PPAT atau camat setempat dimana
tanah itu berada dan setelah itu baru dilaporkan
pada kantor ;graria untuk dibuat sertifikat hak
milik atas tanah yang baru, jadi dengan demikian
prosedur Jjual beli benda tak bergerak itu lebih

sulit bila dibandingkan dengan jual beli benda
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vang berger;k dimana penyerahan haknya secara
langsung.
Dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang  Hukum
Perdata ditentukan bahwa Jual beli milik orang
lain dimana tanpa persetujuan barang tersebut,
tapli apabila si penmilik barang sudah memberikan
kuasa pada seseorang untuk menjualkan barang
miliknya maka perJjanjian Jjual bell adalah sah.
Dalam Pasal 1472 Kitab Undang—Undahg Hukum
Perdata Juga disebutkan Jika pada saat
penjualan, barang yvang dijual sama sekall telah
musnah, maka perjanjian Jual beli ini adalah
batal. Jika yang musnah itu hanya sebagian saJja
maka si pembeli adalah leluasa, untuk: memindah-
kan perjanjian Jual beli atau menuntut bagian
benda yang masih ada, serta menyuruh menetapkan
harganya menurut penilaian yang seimbang.
.'Terdadi dan Batalnya PerjanJjian Jual Beli

Menurut azas Konsensualitas, suatu
rerjanjian dilahirkan pada saat tercapainya.
persetujuan atau pada saat ada kata sepakat
antara penjual dan pembeli, mengenai hal-hal
yanglpokok darli apa yang menjadl obyek perjan-
Jian.

Disamping itu untuk suatu pgrdandian ada
kalanya diperlukan syarat atau formalitas ter-

tentu.
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Misalnya harus dibuat dengan suatu akte autentik
atau dibawah tangan.

Sedangkan menurut Pasal 1458 BW kalau
sud?h tercapai adanya kata sepakat antara
penjual dan pembeli mengenal benda yang dijual
belikan serta harga yang sudah ditetapkan, maka
Jual beli itu dianggap telah terJjadi.

Sedangkan menurut hukum adat, Jual beli
tanah bersifat tunal dimana pembayaran harga
pemﬁelian dan penyefahan haknya dilakukan pada
saat yang sama dan pada saat itu Juga menurut '
hukum maka Jual beli telah terjadi dan dianggap
su&ah selesali.

Kalau pada hukum perdata (BW) beralihnya
hak milik kepada pembeli apabila telah dilakukan
penyerahan secara yuridis dengan membuat akte
balik nama oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
atau disebut Kadaster.

Dalam keadaan sekarang ini setelah
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5
Tahun 1960 kita harus berpegang pada sifat yang
tunai daripada jual beli dan sifat mana sudah
dianggap ada Jjual beli tanah menurut ketentuan
hukd; Agraria yang sekarang ini berlaku dan
berdasarkan pada ketentuan Pasél .5 Undang-
Undang Pokok Agraria yang dieebutkgn disitu,
Hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum Adat,
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maka Jawabannya tidak lain daripada bahwa pada
saat dilakukannya jual beli dihadapan Pejabat
Pembuat Akte Tanah (PPAT). |

Kemudian setelah terjadinya Jjual bell itu
dilakukan dihadapan Pejabat PembuatlAkte Tanah
(PPAT) maka masih perlu dimintakan pada Instansi
Agraria apa yang disebut Izin Pemindahan Hak
(Lihat Lampiran).

Dan kemudian perizinan itu jika ditolak

makd  Jual ,.belinya menjadi batal dengan
sendirinya dan meskipun tanahnya masih tetap
dik?asai pemilik melainkan sebagal pihak yang
mendapatkan kuasa dari penjual selaku pemilik
tanah yang bersangkutan.
Dalam hal penolakan izin pemindahan hak atas
tanah oleh Agraria, alasannya adalah tanah
tersebut belum dibukukan atau didaftarkan oleh
penjualnya atau permohonan izin pemindahan hak
atas tanah tidak sesuai dengan keterangan-
keterangan yang sebenarnya oleh permohonan.

Semula berdasarkan para Peraturan Menteri
Agraria (PMA) No. 14 Tshun 1961 tentang :
"Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak
Atas Tanah", pemindahan hak atas tanah (semua
macam) memerlukan izin, tetapl kemudian karena
sebagal pertimbangan berdasarkan PMDN No.
SK/59/DDA/1970 maka yang hanya dimintakan izin
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hanya :
Pemindahaan hak milik atas tanah ~pertanian,
hak atas guna bangunan yang sudah mempunyai 5
bidang tanah atau lebih, hak guna usaha, hak
'pakaL
Sedang Instansi yang berwenang untuk memberi
izin pemindahan hak atas tanah diatur dalam PMDN
No. 6 Tahun 1972 yaitu :
- Bupati/ Walikota bagi hak milik.
- Gubernur bagi pemindahan hak guna usaha.
- Bupati bagi hek guna bangunan dan hak pakal
ka'lau kedua-duanya diatas tansh negara.
Demikian Juga kalau pemindahan hak itu dipe-
roleh3 baru kemudian  dilakukan pencataﬁan
“Peralihan Hak" oleh Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah atau Kadaster.
Mengenai 1izin pemindahan hak inihanya pada
tanah-tanah vang tereantum dalam Peraturan
Menteri Agraria (PMA) No. 14 Tahun 1961 diatas,
sedang tanah hak milik biasa tidak memerlukan
izin pemiﬂdahan hak cukup atas tanah tersebut
mak% Jual beli atas tanah sudah dianggap syah.
Syarat-syarat sahnya suatu 'perdandian
diperlukan 4 syarat sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 1320 BW yaitu :
1. Adanya kata sepakat diantara mereka yang

menglikatkan diri. Yang dimaksud dengan kata
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:
sepakat adalah kedua subyek yang ' mengadakan
perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal
vang menJadi pokok masalah dari perjanjian
vang mereka lakukan.
Sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak
lain atau pembeli artinya tidak boleh ada

paksaan/ penipuan.

. Harus mempunyai kecakapan untuk membuat suatu

perjanjian. Didalam Pasal 1330 BW disebutkan

: Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat

suatu perJjanjian adalah :

a. Orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

¢. Orang  perempuan dalam - hal-hal vang
ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada
umumnya semua orang kepada siapa Undang-
Undang telah dilarang membuat perdandian

tertentu.

. Harus ada obyek tertentu.

ﬁ;salnya Jenis, Jumlah dan bentuk-bentuk dari
yang diperjanjikan. ‘
Suatu sebab yang halal

Artinya tidak dilarang oleh  peraturan-
peraturan yang ada atau bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi keempat
syarat ini harus ada dalam perjanjian dan

apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka
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gﬁrdandian tidak syah (batal).

Menurut Prof. Soebekti SH dalam bukunya Hukum
Perjanjian syarat yang pertama  seperti
tersebut di atas dinamakan syarat "Subyektif™
sedangkan dua syarat yang disebut terakhir
dinamakan syarat "Obyektif".

Dalam hal suatu syarat subyektif dan
kalau syarat ini tidak dipenuhi maka perJjanjian
itu batal demi hukum artinya dari semula tidak
pernah dilahirkan suatu perjanjian (perikatan)
dengan demikian tidak ada dasar untuk saling
menuntut di muka Hakim.

Seperti halnye syarat obyektif, maka Jika syarat
itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demil
hukum tetapi < salah satu pihak mempunyai hak
untuk meminta kepada Hakim supaya perjanjian itu

dibatalkan.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah
Sebelum membahas masalah Jual beli tanah terle-
bih dahulu kami akan menguraikan secara sepintas
gambaran mengenal hal-hal yang ada sangkut pautnya
dengan tanah pada umumnya dengan maksud agar lebih
Jelas uraian kami nanti.
Peranan Tanah didalam Negara Republik Indonesia
Didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang

sebagian besar terdirl dari tanah-tanah agraris,
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dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian
vang pokok adalah bertani, oleh karena itu maka sudah
barang tentu tanah merupakan masalah yang diutamakan.

Maka sudah barang tentu hukum tanah merupakan
hukum yang mempunyai kedudukan yang penting diantara
hukum lain yang ada, maka dengan adanya hukum tanah
tersebut akan diperoleh cara pengaturan tanah yang
lebih baik.

Sehingga dalam kepercayaan asli sampal kini

masih adé,l upacara-upacara yang bersifat  religius
karena tanah masih terlihat diutamakan.
Misalnya : Apa yang disebut "Wiwit" yaitu ufacara péda
waktu memetik padi (panen) dan ini seiing kall
dilakukan yang berdasarkan keperéayaan bahwa tanah
dapat memberikan hidup dan kehidupan, ini sering
dilaksanakanoleh orang-orang Jawa.

Bagi negara kita yang kini sudah merdeka tanah.
mempunyal artl dan peranan yang tersendiri, karena
tanah merupakan pusaka bangsa, tanah adalah sumber
kekuatan ?an Jaminan hidup bagl bangsa kita yang seJjak
zaman dulu sampai sekarang. '

Oleh sebab itu tanah merupakan pusaka bangsa
maka sudah seharusnya tanah harus kita pelihara dan
kita pertahankan dan karena tanah merupakan kebutuhan

vang pokok serta perlu diutamakan.
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Sejarah Hukum Tanah

Pada waktu sebelum tahun 1960 yakni sebelum

berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1860 yaitu
tentang Peraturan' Dasar Pokok-Pokok Agraria dan di
negara kita masih berlaku dualisme, yang menjadi dasar
bagl hukum pertanahan yaitu hukum barat dan hukum
adat.
Inilah yang kita sebut dualisme dalam hukum karena
kaldah-kaidahnya ada yang bersumberkan dari hukum
barat dan ada Juga yang kaidah-kaldahnya yang bersum-
berkan dari hukum adat. Sehingga dalam hal ini ada dua
macam tanah yaitu tanah Barat yang biasanya disebut
Juga "Tanah Eropa" dan tanah adat yang biasanya
disebut Jjuga "Tanah Indonesia".

Huk&m tanah pada zaman kolonial itu didasarkan
kepada apa yang dinamakan “"Agrarische Wet" yaitu
Undang-Undang yang dibuat di negara Belanda pada tahun
1870, dengan peraturan pelaksanaannya yang disebut
"Agrarische Besluit”. Tanah-tanah yang berdasarkah
hukum Eropa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang banyak dimiliki oleh
orang-orang Belanda atau yang dipersamakan dengan
Belanda, dberikan Jjaminan hukum.

Sedangkan tanah-tanah yang berdasarkan hukum adat yang
banyak dipunyal oleh rakyat Indone;ia asli tidak
dijamin keéastian hukumnya.

Sedangkan tanah-tanah Eropah, misalnya : tanah
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opstal, tanah Eigendom, tanah Erfpacht @ dan lainnya
serta boleh diaktakan semua terdaftar dalam suatu
kantor yang khusus diadsakan, yang terkenal dengan nama
Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) dengan suatu
peraturan - yang terkenal dengan nama 'Ordonansi Balik
Nama" atau Oversching Ordonantie”. Statblat 1834 No.
27 dan  gebaliknya tanah-tansah Indonesia seperti
misalnya: tanah milik, tanah hak ula&at, tanah
bengkok, tanah gogol dan lain-lain sama sekali tidak
terdaftar étatushya, maka dengan demikian tidak terja-

min kepastian hukumnya.

Manusia dan Tanah.

Didalam  kehidupan manusia tanah merupakan
pemberi hasil se%ama hidupnya, karena tanah sangat
erat hubungannya dengan kehidupan manusia.

Sehingga setiap orang memerlukan tanah bahkan
bukan hanya diperlukan dalam kehidupannya tetapi untuk
matipun manusia maeih memerlukan tanah.

Dengan adanya angka kelahiran yang begitu pesat
rerkembangan ini juga sudah mempengaruhi manusia untuk
mencarl tanah yang diperlukan untuk kehidupannya.

Dengan adanya Jjumlah manusia yang memerlukan
kebutuhan tentang tanah untuk tempat tinggalnya atau
untuk perumshan.

Juga mengenal kemajuan zaman dan perkembangan
tehnologi tni menghendaki pula tersedianya tanah yang

banyak umpamanya: untuk mendirikan pabrik-pabrik,
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gedung-gedung untuk perkantoran, untuk perkebunan,
untuk membuat Jalan-jalan yang mengﬁubungkan daerah
satu dengan daerah yang 1lain dan untuk tempat-tempat
hiburan dan lain-lain.

Oleh sebab itu maka lama kelamaan bisa dirasakan bahwa
tanah menJjadi lebih sempit sedangkan kebutuhan yang
diperlukan selalu bertambah banyak, sehingga tidak
mengherankan kalau harga tanah atau nilai tanah 1itu
menQadi tinggi.

Karena tidak seimbangnya antara persedlaan
tanéh vang ada dengan kebutuhan tanah  yang akan
diperlukan itu maka  telah menigpulkan berbagal
pemikiran dan persoalan-persoalan yang banyak seginya.

Benda yang paling penting adalah  tanah,
seperjanjian manusia tidak dapat hidup tanpa tanah.
Barang makanan di Indonesia yaitu beras ditanam dalam
tanah. Tanah Juga dipaskal untuk mengebumikan manusia
bila sudah meninggal dunia. Maka untuk menghormati
Kepada naxan-s IR e e RN . 25"

pada makam-makam yang berup ongg
Sehubungan dengan itu, maka pquaturan tentang
penguasaan tanah dan penggunaannya dapat ditentukan
menurut ketentuan hukum yang berlaku yéitu vang
disebut Hukum Tanah dan seharusnya terdiri dari
ketentuan-keééntuan vang sesual dengan perkembangan

zaman sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan

tanah yang banyak corak ragamnya.

6. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hulum Atas Benda, Cet

ke 3, Pen Pembimbing Masa, Jakarta, hal 16.
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Bagaimana pengaturannyg tentang tanah didalam

Hukum Adat dan Hukum BW ?

Didalam Hukum Adat, mengenai hak-hak atas tanah
itu diperlukan secafa agak istimewa yaitu berlainan
dengan ha%—hak atas benda lain yang yang bukan tanah.
Hal 1ini disebabkan karena sangat eratnﬁa hubungan
antara manusia dengan tanah.

Karena Hukum _Adat tidak mengenal pembagian tentang
benda yang bergerak dan benda tidak bergerak seperti
didalam ﬁukum Barat maka Hukum Adat hanya mengeﬁal
perbedaan antara tanah dan barang 1lain yang bukan

tanah.
Hukum Perdata Juga menitikberatkan makna dari
pelbagal peraturannya pada masalah tanah, hanya saja

- tidak dengan kata yang terus terana.
“Phsal 506 BW menentukan apa yang dinamakan
Onroerende Aaken (barang yang tidak bergerak)
menyebutkan peptama—taTa bidang tanah apa yang
didirikan diatasnya.

"Sedang ternyata Juga bahwa perbedaan yang oleh
BW diadakan antara barang-barang yang - tidak
bergerak adalah suatu perbedaan yang sangat di
seluruh BW, aneka hukum agraria }ni disebabkan
pula oleh perbedaan kebutuhan'. .

"Bahwa adanya dualisme dibidang hukum agraria
adahulu, hukum semata-mata terdorong oleh
perkembangan Diskriminatif tetapi Juga‘sebag?i
akibat daripadanya adanya kebutuhan hukum".

7.) Ibid, hal. 16.

8.) Glow Giok Sing, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, pen. Keng.
Lo, Jakarta, 1960, hal. 30.

9.) Ibid, hal. 35.
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Peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan dan
mulai berlaku Undgng—Undang Pokok Agraria No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
dimuat dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 yang
sekarang 1inil kita sebut dengan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA).

bengan berlakunya Hukum Agraria  sebagail

unifikasi dalam lapangan hukum tanah tanggal 24
September’ 1960 adalah merupakan eaat peristiwa yang
sangat penting didalam kehidupan di Indonesia.
Undang-Undang ini  meletakkan dasar-dasar pokok
daripada Hukum Agraria yang baru dan mengakhiri
ketentuan atau dasar-dasar yang lama.
Di dalam* Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak
mengenal perbedaan-perbedaan diantara  tanah-tanah
Indonesia dan tanah-tanah Eropah, dengén demikian
hilanglah dualisme dalam Hukum Agraria dan menurut
hukum adat hanya dikenal satu macam hak milik.

Didalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria
menyatakan bahwa Hak milik adalah hak turun temurun,
terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;
dan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yaitu " bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Ja?i kata "turun-temurun', terkuat dan
terpenuhi kiranya memang sangat dirasakan oleh

siapa-siapa orang Indonesia yang mempunyai hak milik



itu dapat terus diturunkan kepada ahli waris setlap
pemegangnya, sedangkan istilah "terkuat dan terpenuh"
ini bermaksud untuk membedakan dengan guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan sebagainya. Didalam hal
ini untuk menﬁndukkan bahwa diantara hék—hak atas
tanah yang dapat dipunyai orang diantara yang paling
kuat dan paling'penuh adalah hak milik. -

Sesungguhnya secara tak langsung yang tercantum
didalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
vaitu sama hak atas tanah adalah berfungei sosial.
Dalam pemakalannya semua ini harus memperhatikan
kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Meskipun tanah itu tidak dipergunakan oleh pemiliknya
ia harus memperkenankan orang lain untuk mengusahakan—
nya yang terutama wuntuk usaha-usaha pertanian.

Dengan sifat individualistis dari pada ciri-
ciri hak yang ada pada dunia barat ditinggalkan tanah
itu maka setidak-tidaknya harus memberi manfaat pada
pemiliknya dan kalau perlu pemerintah harus ikut
campur tangan dan mengambil tindakan terhadap pemilik-
pemilik tanah yang kebiasaannya melakukan sebagai tuan
tanah yang dikemudian hari ditelantarkan tanpa
menghirauEFn masyarakat disekitarnya yang menderita
karena tidak punya tanah, maka dengan deﬁikian pula
dalam pemakaian haknya itu menimbulkan kerugian kepada
orang lain atau lebih-lebih menyalah gunakan haknya

tanpa suatu kepentingan yang masuk akal.
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Karena tanah itu harus mempunyai fungsi sosial
maka tanah itu harus dipergunakan dan dipelihara yang
sebaik-baiknya oleh setiap orang yang mempergunakannya
dan Juga bagi orang yang bersangkutan didalam hal
tanah ini. Dengan demikian tanah itu harus dipelihara
dengan bZik sehingga ada apa-apa yang menyebabkan
kerusakan dapat ditanggulangl dan kelestariannya dapat
ditingkatkan.

Oleh karena itu sebagai suatu undang-undang yang
mengaturgaris besar, maka Undang-Undang Pokok Agraria

kemudian dengan adanys lagi perbaikan-perbaikan agar

supaya pelaksanaannya dapat berJjalan sempurna.

Peraturan lama yang dicabut.

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
disamping: memberikan ketentuan-ketentuan yang baru,
sekaligus mencabut beberapa peraturan perundang-
undangan yang lama antara lain:

1. Agrarische Wét (Statblat 187-0 -55)
Domeinverklaring (Statblat 1870 - 118)

. Algeme Domeinverklaring (Statblat 1875 - 119 a)
Domeinverklaring untuk Sumatra (Statblat 1874-974)

[ I AN

Domeinverklaring untuk Karesidenan Menado (Statblat
11877 -~ 55)

6. Domeinverklaring untuk Residentesender en Oostadel
ing van Borneo (Statblat 188 -~ 58)

7. Buku II KUH Perdata mengenai buml, air serta ke-
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kayaan alam yang terkandung didalamnya Kkecuall

ketentuan mengenai hipotik.

Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Didalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria

menyatakan:
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah huku& adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar-
kan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia
serta dengan peraturan-perasturan yang tercantum dalam
Undang-Undang ini dan dengan . peraturan perundangan
yvang lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-ungutr yang bersandar pada Hukum Agraria.

Dengan adanya dualisme Pluralisme didalam
* bidang hukum agraria seperti dikenal dalam ﬁerundanéan
agraria lama yang kinl telah ditinggalkan maka Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berdasarkan kesatuan
hukum yakni berlakunya hukum adat yang disempurnakan
dengan panggilan zaman dalam alam bernegara.

Jadi untuk mencegah Jangan sampal ada keko-
songan hukum maka selama belum ada peraturan yang
mendalam tentang isi dari pada suatu hal yang baru
maka yang mehggantikan adalah "Hukum Adat” hal mana
tercantumldidalam pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA).

Bagaimana Hukum Adat yang dimaksud oleh Undang-

Undang Pokok Agraria .
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Dalam penJjelasan pasal-pasal di atas sudah
Jelas bahwa dasar hukum agraria atau dalam hukum tanah
nasional adalah hukum adat.

Hukum adat vyang dimaksud adalah hukum adat yang

dibatasi dengan sesuatu persyaratan yang ‘disebutkan

dibelakangnya yaitu tidak boleh bertentangan :

1. Kepentingan Nasional yang berdasarkan atas persa-
tuan bangsa.

2. Sosialisme Indonesia.

3. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Pokok Agraria .

4. Unsur-unsur agama.

Menurut earjana antara lain yaitu Bapak Boedl
Harsono SH, vyang didalam bukunya * Hukum Agraria
Indonesia” menafsirkan hukum adat yang dimaksud oleh
Undang-Undang Pokok Agraria 1alah “Hukum Adat yang
sudah dibersihkan dari cacat-cacatnya atau disaneer".

Jadi dapat diambil kesimﬁulan bahwa kedudukan
hukum adat penting juga dalam Undang-Undang Pokok
Agrari& pada masa sekarang ini.

Tetapli didalam hal ini tidak boleh dilupakan
bahwa ketentuan-ketentuan hukum barat ada Juga yang
diambil q}eh Undang-~Undang Pokok Agraria yaitu yang
mengenal sifat kebendaan. !

Yang seterusnya kaml skan menguraikan masalah
Jual beli tanah yang ditinjau dari tiga peraturan

yvaitu : BW, Hukum Adat, dan Undang-Undang Pokok
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Agraria .
1. Perjanjian Jual beli tanah menurut BW.

Menurut hukum barat yang pengaturannya terdapat
dalam Kitaﬁ Undang-Undang Hukum Perdata maka Jual beli
adalah suatu perjanjian dimana fihak yang satu
(penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
benda dan fihak lain (pembeli) untuk membayar harga
yang telah dijanjikan (terdapat dalam pasai 1457).

Didalam pasal yang tersebut diatas kalau kita
tinjau lebih lanjut maka didalam perjanjian jual beli
tanah menyrut BW dalam dilalui tiga tahap yaitu :

1. Adanya perJjanjian yang berdasarkan aéas kesepa-
kata? kehendak antara kedua belah pihak.

2. S1 pembeli ténah baru menjadi Eigenaar (pemilik)
setelah dilakukan Yuridische levering.

3. Dilakukan pembayaran harga pembelian oleh si pembe-
11 dan penyerahan tanah oleh pihak penjual.

Didalam hukum BW mengenai perJjanjian atau persetujuan

mengenai suatu barang dapat dibedakan menurut sifat

perjanjlan tersebut menjadi 2 yaitu yang bersifat

"obligatoir” dan yang bersifat "Zakelidk“.‘

Dengan adanya perJjanjian yang bersifat Obliga-
toir saja hak milik itu belum berpindah dan baru akan
berpindah setelah diadakan perJjanjian Yuridische
Levering maka pada saat itu juga hak milik berpindah

yaitu dari tangan penjual ke tangan pembeli.
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Levering atau penyerahan.

Pasal 6168 sampal 620 BW mengatakan bahwa yang
mengatur mengenal levering tentang benda yang tidak
bergerak Jadi termasuk juga tanah harus dengan akta
otentik dan harus didaftarkan pada register umum.
Syarat-syarat dari padavlevering.

Yaitu : 1. Harus ada perjanjian ZakeliJk.

2. Harus ada titel (atas hak)

3. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang

’ menguasal benda itu.

44 Harus ada penyerahan yang nyatan
Didalam perjanjian Jjual beli benda yang tidak bergerak
apakah syahnya pembalikan nama tergantung pada sahnya
tidaknya perjanjian obligatoir ?.

Mengenal persoalan ini ada 2 pendapat yaitu :
1. Menurut ajaran abstrak.

Menurut ajaran 1inl, penyerahan tidak tergantung
padé alas/ titelnya.

Pembalikan nama tidak tergantung dari sah tidaknya
perjanjian obligatoir.

Jadi hanya penyerahan mengenai benda tak bergerak
harus ‘dilakukan dengan membuat suatu tulisan yang
dinamakan surat penyerahan, yang harus dibuat
secara resmi (autentik) yaitu dimuka notaris.
Pengikut aliran ini antara lain. MAYERS

2. Menurut aJjaran causal

Menurut ajaran ini, penyerahan tergantung pada
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sahnya perJjanjian itu sebagal atas/ hak/ titel.

Jadi kalau perjanjian obligatoirnya syah dan

demikian pula sebaliknya, maka dengan demikian

antara pemindahan hak dan perjanjian obligatoir ada

hubungan causal.

Pengikut aliran ini antara lain SCHOLTEN

Berlakunya pasal-pasal BW tersebut yaitu

Statblat 1834 No. 27 bahwa penyerahan tanah dan benda
yvang tidak bergerak lainnya harus dengan balik nama
ialah deng&n cara balik nama yaitu dengan pendaftaran
yang dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk
itu kalau zaman dahulu pejabatnya adalah komisaris
raad van yustitie atau Residentie Rechter (Ketua
Pengadilan Negeri).
Yang kemudian dengan statblat 1947 No. 53 pejabat yang

ditunjuk adalah Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster).

2. PerJanjian Jual beli tanah menurut Hukum Adat.
Dalam pengertian Hukum Adat "Jual bgli" tanah
adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana
fihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada
pembeli untuk eelama-lamanya pada waktu  pembeli
membayar harga (meskipun baru sebggian) tanah tersebup
kepada penjual.
Jual beli menurut hukum adat tidak lain adalah
suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada
pembeli maka biasanya dikatakan bahwa Jual beli

menurut Hukum Adat itu bersifat “tunai” atau kontan
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dan nyata (konkrit), karena pembayaran dilakukan pada
saat 1itu, dengan disertaili penyerahan barang yang
dibeli. |

Maka setiap orang yang memiliki tanah mempunyai
wewenang penuh terhadap tanahnya itu, Jadi terserah
kepada pemiliknya, apakah tanahnya itu mau diperguna-
kan untuk membangun rumah atau untuk pertanian yang
penting asal tidak mengganggu kepentingan umum, karena
di sini menurut peraturan Undang-Undang Pokok Agraria
maka tanaé itu mempunyal fungsl sosial.
Jadi dalam hal ini kepentingan umum lebih diutamakan
dari pada kepentingan pribadi.
Wewenang atas tansh tersebut oleh pemiliknya dapat
berujud memindahkan hak atas'tanahnya, dengan cara
Jual beli dengan tukar menukar atau dengan Jjalan
warisan dan lain-lain.

Menurut hukum adat kita mengenal perjanjian
Jual beli tanah itu dalam 3 macém E
1. Jual beli lepas.
2. Jual gadal.
3. Jual tahunan.
Jual Lepas

Jual 1lepas adalah salah satu bentuk Jjual beli
vang akhirnya terjadi pemindahan hak.
Hak ini 1lebih didahulukan untuk ditawarkan kepada
remilik tanah disebelahnya kalau-kalau ia membutuhkan
dan kalau pemilik tanah disebalahnya tidak membutuh-
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kan, maka salah satu anggota masyarakat desa/ perse-
kutuan 1itu Juga tidak membutuhkannya barulah orang
lain atau orang luar desa. Jadi ini semua yang dinama-
kan terikat adanya hak blangker.

Definisi Jual beli ialah : penyerahan eebidang
tanah untuk selama-lamanya dengan pemberian ‘uang
kontan atau dibayar dulu sebagian dan wuwang mana
disebut uang pembelian.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara para

)

sarjana :

1. Pendapat Prof. Ter Haar:
Menurut Prof. Ter Haar masih menganggap bahwa perlu
ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli mengenai
tanah hak milik Indonesia, sekalipun tidak sebagail
syarat mutlak tetapi hanya sebagail pembikin
perjanjian itu terang dan tidak gelap akan tetapi
apabila Kepala Deesa jika diminta bantuannya ia
meno%ak maka perjanjian itu adalah batal, tidak
' sah. :

2. Menurut Prof. Soepomo:
Menurut Prof. Soepomo, bahwa ikut sertanya Kepala
Desa dalam Jual beli tanah tidaklah menjadi syarat
bagi gah atau tidaknya perJjanjian itu, melainkan
untuk mem¥eroleh lebih banyak Jaminan hukum bagi
pembeli.11

3. Pendapat Prof. Halleman:
Menurut Prof. Halleman : "Het Adat recht van de
afdeling Tulung Agung” hal. 96 bahwa penjual tanah
vang dilakukan di depan Kepala Desa dan saksi-saksi
orang ditunjuk artinya yang dilakukan dengan tidak
ikut sertanya Kepala Desa adalah tidak sah dan
harus dlianggap batal, oleh karena mengurangi

10.) Ibid, Hal. 89.

11.) Soepomo, Prof. mEendata_AdaLJABAT, pen. Jembatan, Jakarta,
1967. hal 150.,
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]
Jaminan dan bertentangan dengan dasar—dasar pokok-

pokok hukum adat.lz)

4. Putusan M.A 25 September 1957.
Memutuskan bahwa soal perantaraan dari pemerintah
Desa dalam hal Jual bell tanah adalah dapat
dikemukakan sebagal syarat mutlak, bila suasana
dalam Desa vang bersangkutan begitu primitif
sehingga amat sedikit sekall perasaan individual
pada para anggotanya sebagal akibat dari pada
ikatan bersama yang berdasarkan atas persamaan

tempat tumpah darah, apabila keadaan desa bersang-
kutan tidaklah begitu sebegitu primitif maka peran-

taraan desa bukan syarat mutlak untuk sahnya Jual
beli tanah.l‘?’)

Jadi didalam Jual beli lepas adakalanya si
pembeli yang bertekad baik harus dilindungi, perlin-
dungan demikian itu sudah menjadi ketentuan didalam
hukum adat. Menurut pendirian hukum yang diambil dari
Hukum Romawl maka seorang tidek dapat meﬁindahkan
sesuatu hak lebih dari yang ada padanya.

Misalnya : s8i A salah seorang ahli waris darli sebidang
tanah harta 'warisan vang belum dibagi-bagi antara
segolongan dari ahli waris, menjual tanah itu kepada
B, sedang dalam penjualan ini tidak turut serta ahli-
ahli warfls yang lain dengan demikian penjualan tanah
itu oleh s8i A kepada si B paling-paling hanya sah
mengenal sebaglan dari tanah itu yang méndadi hak
milik dari A, sebab tanah warisan itu belum dibagi-

bagl kepada ahli waris, karena itu dalam hal tersebut

120 ?gé%eman, Het Adat Recht Van De Afdeling Tulung Agung, hal.

13.) Soebekti/ T. Tamara, Kumpulan Putusan MA Mengenai Hukum Adat,
Gunung Agung, Jakarta, 1961, hal. 137.
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di atas hukumnya iaslah bahwa penJjualan tersebut harus
dibatalkan.

Akan tetapi ada keadaan yang s8i B tidak
mengetahul bsahwa tanah tersebut adalah harta warisan
dan penjualan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa
maka dalam hal ini penjualan tersebut dapat disahkan
karena sitB sebagal pembeli adalah beriktikad baik.
Panjer :

Di'dalam perjanjian jual beli apabila sudah
diberikan panjer maka dalam perjanjian ini belum
bisa dikatakan terlaksana, karena harus diadakan pula
permukafakatan vang sungguh-sungguh mengenai Jual
bell itu pada saatnya barulah Jjual beli itu terlaksana
apabila di dalam pembicaraan tersebut tidak mengaki-
batkan betul-betul terjadinya Jual beli 1itu maka
ranjer 1tu tetap berada pada yang menerimanya apabila
tidak  berlangsung Jual beli itu adalah karena
ingkarnya si pemberi panjer, sebaliknya apabilé
keinginan itu ada pada si penerima panjer itu maka ia
harue mengembalikan panjer itu ada kalanya dengan
membayar sekali lagi harga panjer itu kepada si

pemberi panjer, Jadi dua kali lipat.

Pelaksanaan Jjual belidalamiual pasg/ lepas
Setelah adanya kata sepakat dari kedua belah
prihak maka: mereka harus lapor ke kelurahan/ desa untuk

menyampalkan apa yang mereka maksudkan yaitu mengenai
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Jual beli lepas atas sebidang tanah, maka oleh Kepala
Desa lalu membuatkan denah atau mengenai gambar
situasi tanah, baru kemudian diadakan rapat desa dan
kalau desa tidak keberatan, maka gambar tanah (batas-
batas tanah) dibawah ke kecamatan untuk dimintakan
ﬁengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada peJjabat
vang berwgnang untuk ini.

Didalam Jual beli yang menjadi saksl ada;ah
Kepala Desa, Pamong Desa, famili-famili serta pemilik
tanah aedéngkan di sini tidak ditentukan deﬁgan pasti
tentang adanya uang sakski, Jjadi disini hanyalah
bersifat tolong-menolong.

Adakalanaya penjualan tanah milik Indonesia
meskipun diantara golongan Indonesia asli dilarang dan
perjanjian demikian adalah dilarang dan batal yakni
berdasarkan larangan di bidang hukum adat di daerah-
darah dimgna hak pertuanan terhadap tanah masih sangat

kuat.

Jual gadai atau jual sende

Definisinya tentang Jual gadai .tanah adalah
penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang
secara kontan sehingga yang menyerahkan itu masih
mempunyail hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya
dengan pembayaran Pembali sejumlah uang tersebut.
Mengenal pelaksanaan gadai disini adalah sebagal
berikut:

Mula-mula pemilik tanah yang akan membutuhkan
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uang itu datang kepada orang yang mempunyai uang yang
dia mau meminjamkan uang itu.
Sebelum uang itu dipinjamkan maka lebih dahulu mereka
mengadakan tawar menawar mengenal besarnya uang gadal
dan harus sudah a&a kata aepakét diatara mereka ber-
dua, lalu hal ini harus Jjuga dimintakan persetujuan
kepada pamong desa setempat untuk menyaksikan bahwa
mereka mengadakan Jual gadai, baru kemudian setelah
semua tujuan yang telah dicapai dalam pembicaraanitu
maka pemflih tanah lalu menyerahkan tanahnya kepada
orang yang menggadal tanah itu.
Dan orang yang memiliki tanah itu lalu menerima uang
gadal sebesar yang sudah mereka bicarakan dan kalau
pada waktu yang telah ditentukan e&ipemilik tanah
mengembalikan Jumlah uvang pinjamannya itu, maka baru
kembalilahs tanah miliknya itu tadi atau orang yang

menggadaikan tanah itu tadi seperti semula.

Unsur mutlak gadal

Didalgm hal ini sipemegang gadali mempunyai
kekuasaan yang mutlak atau sepenuhnyﬁ mengenai tanah
vang digadalkan itu seolah-olah miliknya, Jadi Jika
sudah ditebus kekuasaan itu berpindah lagi kepada
pemilik tanah.

Dan kadang-kadang didalam perJjanjian Jual gadai
terdapat ketentuan-ketentuan bahwa apabila uang gadai
itu tidak ditebus dalam waktu yang tertentu, umpama :

lima tahun maka tanah yang digadaikan itu Jjatuh ke
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tangan si pemegang gadal artinya tanah itu menjadi

miliknya sl pemegang gadal.

Pengadilan dapat memutuskan :

1. Sipembeli gadal haryus mengembalikan uang gadal
kalau perlu dalam waktu yang ditentukan oleh
pengadilan.

2. Sipemﬁeli gadal harus menyerahkan ‘'tanah yang
digadaikan 1itu kepada sl pemegang gadal sebagail
penebus uang gadai itu. ‘

3. Apabila ada beda antara harga tanah dengan Jumlah
vang gadal maka si pemberi gadai hanya sebagian
dari pada tanah itu harus  diserahkan kepada
sipemegang gadai selaku penebus uang gadai.

Prof. Soepomo berpendapat :

Waktu tebusan mempunyal arti bahwa sesudah
waktu tenggang habis, maka uvang gadai dapat ditagih
dan. tanah itu dengan sendirinya tidak mungkin menJjadi
milik pemegang gadai, untuk hal ini diperlukan
tindakan hukum baru.

Tentang masa tidak bolehmenebus

Mengenali Jual gadai sering ditentukan bahwa
tanah tidak boleh ditebus sebelum lewat waktu yang
sudah ditentukan tetapi daldm hal ini tidak ada
ketentuan. Menurut Hukum Adat sipenerima gadai ‘harus
sekurang-kurangnya satu kali mendapat hasil dan
ditebus ddlam keadaan tidak ditanami.

Pembavaran kemballiuanggadai
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Uang gadai harus dibayar kembali kepada
sipemberi, gadai semula dan tidak kepada fihak ke 3.
Ientang musnahnva tanah.

Menurut pendapat Prof. S.A. Hakim SH.

Apabila tanah yang digadaikan musnah karena alam, maka
sipemegang gadai tidak dapat menuntut uvang gadai, dan
oleh karena itu uwang gadai hilang.
Penllalanuanggadal gekaransg.

Karena nilai uang Ruplah mengalami perubahan
bukan sadé Rupiah ‘vang dahulu dan yang sekarang, maka
mengenal vuvang gadal, Mahkamah Agung (MA) Indonesia
telah menet&pkan dalam keputusannya bahwa resiko dari
perubahan nilal uang Rupiah itu ditanggung oleh kedua
belah pihak dan masing-masing untuk separohnya dan
penilaijan uang gadai itu dihubungkan dengan harga emas
vang ada.

Contoh : Putusan MA 11 Mel 1995.

Adalah pantas dan sesuail dengan rasa keadilan apabila
dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-
masing memikul resiko separuh dari resiko kemungkinan
perbedaan Barga emas pada waktu penggadailan dan waktu
menebus tanah 1itu. |

Surat perdandian jual beligadai..

Menurut Hukum Barat (BW) mempunyal sifat acces-
cir artinya gadal itu tergantung pada suatu hukum
prerbedaan untuk hasil sesuatu benda membayar pada

dirinya sendiri Jjumlah suatu piutang.
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Sedang mepurut Hukum Adat jual gadal adalah’ suatu
perjanjian tersendiri yaitu yang bersangkufan dengan
tanah. Jual gadai menurut peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960.

Disini yang pertama-tama kami Jelaskan 1ialah

bahwa pasal 7 darl Peraturan Pemerintah Pengganfi
Undang-Undang hanya mengenal tanah pertanian. Dalam
hal ini tidak menyangkut masalah mengenai tanah
rerumahan karena mengenal tanah perumahan ini masih
tetap berl;ku hukum adat tentang Jjual beli.
Jadi méngenei penggadaian tanah pertanian dan untuk
menghilanékan sifat perasaan dari Jual gadai maka
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56
Tahun 1960 pasal 17 memutuskan bahwa :

“"Barang siapa menguasal tanah pertanian dengan
hak gadal yang pada mulal berlaku peraturan ini sudah
_ berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan
tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan
setelah tanaman yapg ada selesail dipanen dengan tidak
ada hak untuk menuntut pembayaran yang tebusan’.

Sehingga apabila sipemegang gadai bermaksud
untuk menebus tanah itu sebelum temo 7 tahun, maka
berdasarkan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang tersebut yang mengatakan :

Mengenai hak gadal yang pada mulai berlakunya
peraturan ini, belum berlangsung 7 tahun maka pemilik

tanah berhak untuk menimbang kembali setiap waktu
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setelah tanaman yang ada selesal panen dengan membayar
uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus
( 7 + % - waktu berlangsungnya hak gadai ¥ uang gadal)

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai sudah

berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengem-
balikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan.
Jual tahunan.

Mengenai Jual lepas, Jual gadal sudah kami
singgung diatas dan sekarang kita akan membahas Juga
vang dimaksud dengan Jjual tahunan.

Jual tashudan ialah penyerahan sebidang tanah kepada
orang lain itu dengan perjanjian bahwa setelah tanah
itu beberapa waktu ditanganorang lain maka tanah 1itu
‘akan kembali. |

Umpama : 4 atau ® tahun, maka setelah Jangka waktu
yaﬂg 'telah ditentukan ini habis dengan sendirinya
tanah itu akan kembali.

Menurut istilah Jawa : adol tahunan atau adol ayodan,
vang menjadi obyek jual beli tahunan adalah tanah
pertanian.

Sifat perjaniian_tahunan.

Didalam hal ini mengenal Jjual tahunan ini dapat
disamakan denga persewaan dengan membayar sewa lebih
dahulu, Jadi diénggap sebagal sewa akan teapi uang
sewanya telah dibayar lebih dahulu, apabila waktunya 4

~atau 5 tahun sudah lewat maka dengan sendirinya tanah.
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tahunan itu kembali kepada sipembell sewa.
Jadi Jual tahunan ini merupakan penyerahan hak milik
atau tanah untuk sementara waktu, uang sewa tanah yang
telah diterima oleh pemilik itu adalah wvang harga
pembelian, bukan uwang voorschot uang sewa.
Mengenai éara-cara Jual tahunan sama dengan' cara Jual
gadal ditentukan Jangka waktunya.
3. Jual belitanahmenurut Undang-Undang Pokok Agraria
Apakah yang dimaksud Jual belli tanah dalam
Hukum yang berlaku setelah Undang-Undang Pokok
Agraria? Didalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak
memberli penjelasan mengenai apa yvang dimaksud dengan
Jual beli tanah tetapl biarpun demikian mengingat
bahwa hukum agraria kita sekarang ini memakai sistim
dan asas-asas hukum adat maka pengertian Jual beli
tanah sekarang harus pula diartikan sebagail perbﬁatan
hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan
tanah untuk selama-lamanya) oleh penJjual kepada
pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya
kepada penjual yaitu menurut pengertian hukum adat.
Dalam Jual beli yang mengakibatkan beralihnya
hak atas tanah dari penjual kepada pembelli itu terma-
suk hukum agraria atau hukum tanah.
Mengapa dalam hal ini masih diperscalkan mengenai
pengertian “:Jual beli tanah sesudah berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria ?

Sebab sebelum adanya Undang-Undang Pokok

.
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Agraria ada pengertian jual beli itu 2 macam vyaitu
satu menurut Hukum Barat dan yang satu lagi menurut
Hukum Adat.

Sesungguhnya didala Undang-Undang Pokok Agraria
dengan tegas menghendaki hapusnya Dualisme dan telah
mengadakan Unifikasi (kesatuan hukum) dengan berdasar-
kan hukum gdat yang sudah berlaku sebelumnya.

Jadi dengan adanya asas-asas hukum adat bagi
hukum tanah kita sekarang berinduk pada Undang-Undang
Pokok Agra}ia .

Dalam hal ini adalah sudsh dapat bahwa ide
unifikasi hukum merupakan suatu asas untuk kesederhaan
hukum agraria. Dalam unifikasi, ini bukaql?3§ya dalam
sistimnya tetapi juga dalam peristilahan®.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa didalam sistim
tersebut untuk sekarang ini dan untuk dikemudian hari
kita hanya kenal eatu sistim hak-hak atas tanah.
Istilah yané khusus dipergunakan oleh Undang-Undang
Pokok Agraria , seperti hak ulayat, hak numpang, hak

usaha dan sebagainya.

14.) Parlindungan SH., Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Alumni,
Bandung, 1979, hal. 35.



BAB III1
METODOLOGI PENELITIAN

Perlu dikemukakan di sini bshwa dalam rangka
pengumpulan data, metode-metode apakah yang penulis
gunakan di dalam mengadakan penelitian atau dalam pengum-
pulan data. Tetapi sebelum penulis kemukakan metode-
metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam
rangka penyusﬁnan skripei ini, méka akan penulis kemuka-
kan mengenai tipe penelitian serta proses penelitian.

Walaupun sering terdapat kekaburan dalam batas-
batasnya, kiranya penelitian pada umumnya dapat digolong-
kan dalam tiga tipe yaitu : penelitian penjajakan (Ex-
pyorasih penelitian penjelasan (Explanatory atau confir-
matory researgh) dan penelitian deskriptif.

Melalui penelitian eksplorasi tersebut masalah penelitian
dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih terperinci,
dan hypotesis dapat dikembangkan.

Menyoroti hubungan antara variabel-variabel pene-
litian dan menguji hypotesis yéng telah dirumuskan
sebelumnya oleh karena itu dinamakan Juga penelitian
rengujian hypotesis atau testing research.

Meskipun wuraian mengandung deskriptif tetapi sebagai
renelitian relasional fokusnya terletak pada penJjelasan

hubungan-hubupgan antara variabel.

54
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Penelitian herupakan suatu proses yang panjang dan
ia berawal pada minat untuk mengetahui fenomena }tertenﬁu
dan selanjutnya berkembang menjadi suatu gagasan.

Teori konseptualisasi, pemilihan metode yang sesual dan

seterusnya. Hasil akhir pada gilirannya akan melahirkan

gagasan dan teori baru dan merupakan suatu proses yang

tiada hentinya. Jadi hal ini sangatlah penting bagi

peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah sosial

atau fenomena sosial tertentu.

Minat tersebﬁt dapat timbul dan berkembang karena

rangsangan bacaan, diskusl seminar atau éémpuran dari

semua itu. Titik tolak yang sesungguhnya bukanlah meto-

dologi penelitian tetapl kesepakatan dan minat yang

ditopang oleh akal yang sehat. Setelah disederhanakan

lgngkah~1angkah yang lazim ditempuh dalam pelaksanaan

survey adalah sebagai berikut

1. Merumuskan masalah penelitian dan penentuan tujuan
survey.

2. Menentukan konsep dan hypotesis serta menggali kepus-
takaan.

3. Mengambil sampel.

4. Pekerjaan lapangan.

5. Analisis dan laporan.

Kemudian mengenai metode-metode yang penulis pergu-
nakan pengumpulan data didalam rangka penyusunan skripsi
ini adalah antara lain:

A. Metode Pendekatan
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Dalam rangka untuk mendekati pokok permasalahan
dalam peﬁyusunanskripsi ini penulis menggunakan pendeka-
tan melalul Yuridis sosiologis yaitu disamping mengenai
ketentuan hukum yang ada bahwa penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui indikator-indikator sifat.yang sewajar-
nya dari suatu gejala sosial tertentu.

Sedangkan persyaratan yang dituntut metode ini adalah
bahwa penelit'ian harus representatif, karena yang diteli-
ti adalah mengenal apakah dalam prakteknya ‘perdandian
Jual beli tanah ini sesuai dengan keluarnya Undang-Undang
No. 5 tahun 1960 di Kabupaten Demak. |

Maka dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini penulis
diharapkan akan dapat menggunakan permasalahannya dengan
mengambil beberapa alternatif yang kemudian akan disusun
délam bentuk skripei.

B. Spesifikasi penelitian

Sebagaimana telah kami kemukakan diatas, bahwa
untuk mendekati pokok permasalahan penelitian menggunakan
spesifikasi 9akni deskriptif yaitu penelitian &ang bertu-
Juan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual bell
tanah yang seesuai dengan Undang-Undang No. ‘5 tahun 1960
sehingga hanya akan menjelaskan, melukiskan dan melapor-
kan keadaan, suatu obyek atau suatu perisﬁiwa. Termasuk
di dalam penelitian ini terhadap data di bidang hukum
vang dapat dibagi menJjadi :

1. Data Sekunder )

Data sekunder ini peneliti dapat dari :



Bahan-bahan hukum yang berupa peraturan—-peraturan
perundangan dan‘hasil penelitian yang sudah dianali-
sis, maka sebagai tindak lanjut adalah data keperpus-
takaan-perpustakaan yang menyangkut pokok permasala-
han.

Data Primer.

Data primer ini peheliti dapat dari

Penelitian 1lapangan yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mendatangi suatu tempat/ obyek penelitian yang

ada hubungannya dengan penelitian yang sudah direnca-

nakan sebelumnya.

Metode Sampling

Populasi darl penelitian inl adalah para pelaksana

vang berkaitan dengan pelaksanaan perJjanjian jual beli

tanah sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang No. 5
tahun 1960. Mengingat terbatasnya waktu, dana dan
tenaga yang tersedia sehingga dirasa cukup berat untuk
mengadakan penelitian secara keseluruhan terhadap
semua populasi, maka diadakan penelitian sampling.
Sedangkan metode sampling yang digunakan adalah metode
non random sampling, karena mengingat populasi vang
akan diteliti adalah bersifat heterogen, vaitu berupa
praktek vang ada kaitannya dengan pelaksanaan
perjanjian jual beli tanah sehubungan denga keluarnya

Undang-Undang No. 5 tahun 1960.
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D. Metode Pengumpulan Data
Dalam mendapatkan data yang dipergunakan adalah
dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data
sebagal berikut
1. Library Reeearch (Penelitian Perpustakaan)

Yaitu * teknik pengumpulan data melalui studi

perpustakaan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas

perpustakaan pribadi, perpustakaan pemerintah
daerah dan perpustakaan UniQersitas vang ada rele-
vansinya. '

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui informasi

dari masyarakat, serta dari pemerintah daerah

khususnya kantor yang menangani perJjanjian Jjual
beli tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Dati II Demak. A

Cara pengumpulan data dilakukan sebagai berikut

a. Dengan observasi langsung, yaitu dengan
melakukan pengamatan secara langsung terhadap
masalah-masalah yang dibahas.

b. Dengan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya
Jawab dengan orang-orang yang berkepentingaﬁ
untuk diwawancaral dan minta bendapat/ Jawaban
vang ada hubungannya dengan masalah pelaksanaan
perjanjian Jual beli tanah sehubungan dengan

keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.
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E. Metode Analisis Data
Data sekunder yang didapat dari perpustakaan
catatan-catatan peraturan perundang-undangan dan lain
sebagainya yang dilengkapi dengan data primer yang
didapat d&ari lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun
kembali dan kemudian disajikan secara teruréi dan
sistematis.ld) | |

Dari data yang kami analigis ini yang kemudian disusun

dalam bent‘;uk skripsi.

15.) Rony Hanitijo Soemitro, SH, Metodologi Penelitian Hukum dan
Jarimetri, penerbit Ghalia Indonesia, 1990.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
DI KABUPATEN DEMAK

A. Sekilas Pandang Daerah Kabupaten Demak
Daerah Kabupaten Demak dapat diuraikan secara umum :
1. Letak Astronomis
Kabupaten .Daerah Tingkat II Demak, yang terletak

diantarh:

- Bujur Timur (BT) : 110°27° 58" - 110° 48° 47"
~ Lintang Selatan : 06° 43° 26" - 07° 09° 43"
Wilayah Kabupaten Demak secara administratif mem-

punyail batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Jepara dan
Laut Jawa

Sebelah Timur Wilayah Kabupaten Kudus dan

Kabupaten Grobogan

Sebelah Selatan

Wilayah Kabupaten Semarang dan

Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat

Wilayah Kotamadya Semarang dan

Laut Jawa
Iklim kota Demak termasuk daerah iklim trbpis, luas
Kabupat?n Daerah Tingkat II Demak * 89.743,00 Ha
atau 897,43 KM2. ‘

2. Kondisi Fisik

Penyajian informasi geologi dan sumberdaya di

60
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wilayah Kabupaten Demak bersumber dari Peta Geologi
Propinsi Jawa Tengah sekala 1 : 250.000.
Berdasarkan searah perkembangan tektoniknya,
kondisi geologi di wilayah Kabupaten Demak erat
kaitannya dengan sejarah pengendapan batuannya.
Secara stratigrafi, suatu batuan yang tertua yang
dijumpgali merupakan formasi kendeng yang terdiri
darli batu pasir berselingan dengan se;pih, batu
lanau, batu lempung, napal dan sedikit konglomerat.
Batuan di daerah Demak tereusun dari materi-
al yang berasal dari pegungungan atau gunung di
sekitarnya sehingga dataran Demak yang mendekati
Gunung Muria akan mengandung lapisan pasir lebih
banyak daripada yang berada di dekat Gunung Kendeng
maupun Rembang.'
Bentang alam wilayah Kabupaten Demak dapat
dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu :
a. Daerah Datar Sampai Landai
Dataran datar sampai landai (0-2%), meliputi
seluruh wilayah Kabupaten Demak, kecuali seba-
gian dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.
Luaé daerah yang berlereng 0 - 2% melipuati
areal seluas 86,974 Ha. (96,61% dari Luas wila-
vah Kabupaten Demak_.
b. Daerah Lereng Landai Sampai Agak Miring
Qataran lereng landai sampai agak miring (2-

5%) meliputi sebagal dari Kecamatan Karangawen
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dan Mranggen seluas + 1.938 Ha (2,16% dari luas
wilayah Kabupaten Demak).
c. Daerah Agak Miring Sampai Agak Curam
Daerah ini dengan lereng 15 - 50%, meliputi
aresl seluas + 696 Ha (0,78 % darl luas wilayah
Kabupaten Demak), lokasinya berada di Kecamatan
Karangawen dan Mranggen.
d. Daerah Lereng Curam
Daerah lereng curam dengan lereng lebih
bes;r dari 40% seluas * 136 Ha (0,15% dari 1luas
wilayah Kabupaten Demak), meliputi sebagian

kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

3. Letak Sosiogeografis

Letak kota Demak secara sosiogegrafis adalah
berada pada ujung sebelah timur pantal Jawa Tengah
bagian Utara. Di sebelah timur berbatasan dengan
batas administratif Kabupaten Kudus, di sebalah
selatan berbataaan dengan batas administratif
Kabupaten Semarang, di sebelah barat berbatasan
dengan batag administratif Kotamadya Semarang dan

sebelah utara oleh pantai Laut Jawa.

. Kondisi Ekonomi

Letak kota Demak ditinjau dari sosial ekono-
mi berbatasaﬂ dengan sebelah barat Ibukota Jawa
Tengah Semarang dan sebelah timur Kabupaten Kudus.
Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang besar,

karena Jjalur menurju Surabaya, ke timur dan Jakarta
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untuk barat, sedangkan utara adalah Laut Jawa.
Sebagal kota yang mempunyai sejarah besar di
tanah air, Demak sangatlah ramai didatangi oleh
wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Sehingga
sangat dikenal oleh banyak orang di tanah air, dan
itu berpengaruh.dalam segl ekonomi penduduk.
Kedudukannya sebagal Kota Kabupaten Daerah
TIngkat 1II, maka Demak punya hubungan yang erat
denga kota-kota besar di Jawa Tengah. Ekonomi
Kabupaéen Demak'dibagi beberapa eumber yaitu ber-
sumber dari haeil laut nelayan, pertanian, dan

rerdagangan yaitu industri, dan Juga tenaga kerja

bagi kebutuhan industrinya.

. Penduduk

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Demak tahun 1993 sebanyak 846,845 Jjiwa
vang tersebar di 247 desa/ kelurahan. Juplah pendu-
duk yang terbanyak terdapat di kelurahan Bintoro
sebesar 19.285 Jiwa, sedangkan yang paling sedikit
adalah desa Boyolali dengan Jumlah penduduk sebesar
921 jiwa.

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten DaerAh
Tingkat II Demak dapat diklasifikasikan menjadi 4
(empat) kelas :

a. Jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa: 86 desa

b. Jumlah penduduk 2.500-5.000 Jjiwa : 130 desa

c. Jumlah penduduk 5.000 - 7500 Jjiwa : 24 desa
.
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d. Jumlah penduduk lebih dari 7.500 Jjiwa : 7 desa

. Permasalahan-permasalahan di Kabupaten Demak

Pertumbuhan yang pesat dari sesuatu kota
telah menimbulkan berbagal masalah secara cepat
pula antara lain : masalah-masalah banJjir, kemace-
tan lalh lintas dan instrusl air asin.

a. Banjir

Daerah rendah yang dahulu merupakan tempat
Penampungan, pada akhirnya telah tumbuh menJadi
daeréh rerdagangan dan tempat tinggal dan Juga
kurangnya luas penampungan serta panjang saluran
pengaliran air telah merupakan penyebab utama
dari timbulnya banjir di daerah bagian bawah dan
daerah~daerah tertentu lainnya.
Wilayah banJdir di Kabupaten Demak seluas =+
24,128 Ha (26,89 % dari luas wilayah Kabupaten
Demak) meliputi sebagian dari Kecamatan Bonang,
Demak, Guntur, Karanganyar, Mijen, Sayung dan
Wedung.

b. Intruei air asin

Wilayah intrusi air asin di Kabupaten Demak
seluas 1-39.282 Ha (54,93 ¥ dari seluruh wilayah
Kabupaten Demak) yang meliputi Kecamatan Karang
tengah, Sayung, Wedung, Mranggen, Guntur, Bo-
nang:‘Demak, Wonosalam, Dempet, GaJah, Karangan-
yar dan Mijen.

Instrusi air asin di Kabupaten Demak berda-
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sarkan kedalaman air asin dibedakan menjadi dua,

yalitu

1. Air asin masih dijumpail pada kedalaman lebih
dari 40 meter.

2. Mr asin masih dijumpai pada kedalaman
6~ 40m .

B. Prosedur Penjualan Tanah di Kabupaten Demak Setelah
keluarnya JUPA Dan PP No. 10 Tahun 1961

Sebelum kami akan menguraikan secara singkat
tentang keadaan di deerah Kabupaten Demak.

Di daerah Kabupaten Demak kebanyakan terdiri
dari daerah agraris, walaupun penduduknya tidak semua
hidup sebagai petani, serta banyak juga yvang menjadi

" buruh tani.

Meskipun demikian tanah masih ' mempunyai
kedudukan yang sangat penting karena di dalam kehidu-
pan manusia di dunia ini, tidak akan terlepas dari
masalah tanah, baik itu tanah miliknya sendiri maupun
miliknya orang lain dan mengenai tanah ini dikemudian
hari akan bisa diwariskan kepada anak cucunya.

Dari kebanyakan penduduk bagi siapa yang mempunyai
tanah - adalah merupakan suatu kebanggan, apalagi
penduduk-penduduk &ang bertempat tinggal di desa bila
mempunyai uang tidak untuk membell barang-barang yvyang
mewah—méwah tapi bila ada orang yang menjual tanahnya

maka cepat-cepat untuk membelinya, jadi disini masalah
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tanah masih sangat diutamakan sekali.

Mengenal keterangan-keterangan yang kami pero-
leh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Demak ada beberapa Jenis antara lain : 16)

1. Tanah sawah/ pertanian

2. Tanah pekarangan

Didalam hal ini untuk meningkatkan taraf hidup para
petani yang sebagian besar hidup dalam keadaan yang
serba kekurangan maka oleh pemerintah di daerah.
dilakukan‘usaha pemberian kredit yang biasanya berupa
pupuk. ‘

Sekarang kami akan menguraikan prosedur penjua-
lan tanah di Kabupaten Demak.

Di daerah’kdbupaten Demak mengenai prosedur penjualan

~ tanah yang asekarang berlaku ialah prosedur yang sudah
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1961.

Dikarenakan prosedur penjualan tanah ini sangat
penting sekali sebab menyangkut syarat-syarat yang
diperlukan untuk syahnya Jual beli tanah yaitu siapa
pemiliknya, berhak menjual tanah tersebut atau tidak,
milik perseorangan atau milik bersama atau masih
berupa warisan yang belum dibagi-bagi atau sudah
dibagi-bagi dan apakah si pembell berhak un?uk membe-

linya atau tidak, vang semuanya itu mempengaruhl untuk

16.) Hasil wawancara dari Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Demak, tanggal 5 Juni 1995.
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syahnya Jual beli ini.

Untuk kemudian mengenai prosedur ini kami bagi
dua yaitu :
1. Tanah yang sudah ada sertifikatnya

Seperti diketahui Jual beli adalah peralihan
hak milik dari penjual kepada pembelinya.
Sehubungan dengan ini pelaksanaannya eebagai beri-
kut: Pertama-tama kedua belah pihak mengadakan kata
sepakat tentang harganya, tanah, setelah itu kedua
belah ‘pihak melaporkan hak tersebut kepada Kepala
Desa diadakan pemeriksaan apakah penjual berhak
atas tanah tersebut étau tidak dan apakah tanah itu
dalam sengketa atau tidak dan untuk Jjelasnya
pemeri?saan itu disaksikan oleh :

1. Kepala Desa
2. Saksi-saksi &ang benar-benar mengetahui tentang
tanah tersebut.

Kemudian oleh Kepala Desa disertal ole kedua
belah pihak dengan membawa sertifikat tanah dibawa
ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tansh (PPAT) dalam
hal 1ini camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
bila belum ada ‘Pejabat Pembuat Akta Tanah didaerah
itu. Adanya saksi-saksi ini perlu untuk menghindari
hal-hal yang berupa tuntutan dari pihak ketiga dan
seterusnya oleh camat akan mencocokkan sertifikat
tersebut dengan buku tanah yang ada pada Sub Direk-

torat Agraria apabila cocok kemudian dibuat akta
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Jual beli.

Sesudah dibuat lalu dibacakan kedua belah
pihak mendengar dan menyetujul dan kemudian ditan-
datangani dengan tanda tangan saksi-saksl yaitu
Kepala %eea dan Pamongnya.

Kedua belah pihak harus mengeluarkan hono-
rarium untuk Camat selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan untuk sakei-saksi, yang besarnya honorar-
ium tidak diberitahukan kepada peneliti.

kengenai pemberian honorarium inl tergantung
atas mufakat dari kedua belah piha, bisa dari
renjual maupun dari pembell itu sendiri.

Akta Jual belil ini bermaterai Rp 1000 dibawa ke
Camat atau oleh si pembeli dibawa saksi pendaftaran
tanah. ,

Setelah itu meka di sana naniinya akan
dicatat peralihan hak atas tanah, sertifikatnya
dari pemilik lama dicoret dan dipindahkan kepada
pemilik baru dan dengan membayar honor 1%.

Akta Jual beli itu akan menjadi warkah pada
Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian oleh
saksi pendaftaran tanah mengeluarkan pengumuman di
Kantor Camat, Kepala Desa dan kantor Pertanahan.

Dengan pengumuman ini dilakukan untuk mem-
beri kesempatan kepada pihak lain yang mungkin
mempunyal keberatan atas persetujuan Jual belil

tersebut.
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Tentang lamanya pengumuman 1itu adalah 2
bulan dan sebelumnya oleh saksi pendaftaran tanah
mengadakan  pengukuran secara Kadasteral untuk
mendapat gambaran yang positif tentang situasi
tanah tersebut, apabila dalam Jangka waktu 2 bulan
tidak ¢t ada keberatan atas pengumuman Juagl beli itu
lalu dikeluarkan sertifikat maka Jual beli itu
dianggap syah.

Untuk tanah yang belum ada sertifikatnya

'Terlebih dahulu diperhatikan mengenai sya-
rat-syaratnya antara lain sebagai berikut
1. Keterangan pilihan yang menerangkan bahwa 8i-

pemegang adalah orang yang wajib membayar pajak.
2. Bahwa tanaﬂ tersebut adalah betul-betul milik-
nya.

3. Surat pernyataan dari orang yang akan menjualnya
bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya.
4.-Gambar tanah yang akan dijual beserta batas-

batasnya.
5. Kwitanel Jual beli atau benda pembayaran bilaya
pendaftaran tanah.
Kemudian syarat-syarat itu dilegalisir oleh Camat
di Kantor Kecamatan dan membayar %X dan 1 ¥ untuk
dua orang saksi yakni Kepala Desa dan pamongnya.
Setelahsitu membayar biaya untuk mendaftarkan tanah
dan minta surat keterangan tentang sertifikat yang

belum ada dan membayar honorarium sébesar 1%,
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sesudah itu diajukan surat permohonan ijin peminda-
han hak ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftar-
kan dah kemudian dibuat pengumuman tentang batas
Jual beli dalam waktu 2 bulan.

Jika dalam hal ini tidak ada keberatan-
keberatan dari orang lain maka surat permohonan
untuk mendapat pemindahan 1izin pemindahan hek
diberikan pemohon 1 lembar dan satu lagi untuk
kadaster, sedangkan untuk Kantor Pertanahan hanya
memegaﬂg akte Jual beli saja.

Dalam hal ini bagaimanakah memperoleh serti-

fikat tanah.l7)
Pertama-tama minta surat keterangan kepada Kepala
Desa ;rang akan memberikan surat bukti ‘hak tanah
bahwa orang yang memegang surat ini benar-benar
miliknya dan surat keterangan ini diperkuat lagi
adanya tanda tangan Camat. Kalau masih dirasa perlu
dapat pula minta tambahan dari Kantor Pendaftaran
Tanah yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT).

Akte Jual beli asli oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah diteruskan kepada saksi Pendaftaran
Tanah dan ssaksli pengumuman hak untuk diproses
permohonan hak dan pendaftaran, baru setelah ini

Seksi Pendaftaran Tanah akan melakukan pengukuran

17.) Hasil wawancara dengan salah satu Staf Kantor Badan Pertanahan
Nasional, Bagian Pensertifikatan Tanah
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sesudah itu diajukan suratpermohonan ijin peminda-
han hak ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftar-
kan dan kemudian dibuat pengumuman tentang batas
Jual beli dalam waktu 2 bulan.

Jika dalam hal ini tidak ada keberatan-
keberatan dari orang lain maka surat permohonan
untuk mendapat pemindahan 1izin pemindahan hak
diberikan pemohon 1 lembar dan satu lagi untuk
kadaster, sedangkan untuk Kantor Pertanahan hanya
memegadg akte jual beli sala.

Dalam hal ini bagaimanakah memperoleh serti-
fikat tanah.l?)

Pertama-tama minta surat keterangan kepada Kepala
Desa yang akan memberikan surat bukti hak tangh
bahwa orang yang memegang surat 1ini benar-benar
ﬁiliknya dan surat keterangan ini diperkuat lagi
adanya tanda tangan Camat. Kalau masih dirasa perlu
dapat pula minta tambahan dari Kantor Pendaftaran
Tanah yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT). |

‘Akte Jual bell asli oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah diteruskan kepada saksi Pendaftaran
Tanah dan saksi pengumuman hak untuk diproses
permohonan hak dan pendaftaran, baru setelah ini

ﬁeksi Pendaftaran Tanah akan melakukan pengukuran

17.) Hasil wawancara dengan salah satu Staf Kantor Badan Pertanahan
Nasional, Bagian Pensertifikatan Tansh
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tanah secara Kadasteral dan dibuat gambar situasi-
nya.

Dari keterangan-keterangan yang kami peroleh
dari Seksi Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Demak bahwa yang menyebabkan
seseorang menjual tanahnya kepada orang lain :

1. Transmigrasi
Sipenjual tanah ingin transmigrasi keluar Jawa
untuk mendapatkan tahah vang lebih luas, supaya
dapaé memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pindah pekerJjaan
Sipenjual tanah, oleh karena Jjadi petani tidak
mencukupi kebutuhan hidupnya dan disamping itu
tidak cocok Jadi petani dan ila ingin berdagang,
maka dari itu untuk menjadi pedagang ia menjual

. tanahnya dijadikan modal berdagang.,

3. Untuﬁimengatur ekonomi
Oleh karena ia (sipenjual) mempunyai kebutuhan
yvang sangat mendesak dan harus segera dicukupi’
maka satu-satunya harta benda yang harus dimi-
liki adalah hak tanah dan hak atas tanah itu
lalu dijualnya untuk mencukupi kebutuhannya.

4. Karena pembagian warisan
Harta warisan yang berujud tanah sawah tidak
dimungkinkan untuk dibagikan kepada semua ahli
waris yang terdiri dari beberapa orang maka satu

hak gtas tanah yang tidak dapat dibagi itu 1lalu
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dijualnya dan uangnya dibagikan kepada semua
ahlli warisnya.

Menurut keterangan yang kami peroleh bahwa

tanah-tanah yang tidak boleh dijual secara lepas

nyata :

a.

Tanah-tanah kelebihan batas maksimum karena
tanah itu akan jatuh pada Negara dengan ganti
rugi.

Tanah-tanah apabila dijual akan meﬁgakibatkan
menﬁadi tanah absente.

tanah-tanah untuk kepentingan umum yaitu:

1. Tanah kuburan.

2. Tanah untuk jalan

3. Tanah untuk pasar
4

. Tanah lapangan.

. Tanah-tanah untuk- desa yvaitu :

1. Tanah Lungguh
2. Tanah pengarem-arem yaitu tanah sebagal tanah

pensiun.

. Tanah milik negara

tanah kas desa, tanah ini dapat diberikan pada

perorangan dengan hak milik tapi dengan ganti

rugl.

g. Tanah untuk tempat peribadatan

. Tanah yang belum dapat dijual belikan.

1. Tanah yang menjadi persengketaan

2. Tgnah vang masih disewakan
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3. Tanah yang menjadi tanggung hutang.

C. Permasalahan dan Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan

e

Jual Beli Tanah di Kabupaten Demak

a.

b.

Permasalahan
Didalam melaksanakan research di wilayah

Kecamatan Demake tentang pelaksanaan Jual beli

tanah masih terdapat berbagal permasalahan antara

lain:

1. Mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Jual beli tanah belum tersedia.

2. Sebagian masyarakat masih terjepit dengan
keadaan ekonomi yang sebagian belum mapan.

3. Sebagian masyarakat pada dasarnya malas untuk
mengurusnya,

Hambafan-hambatan

Sedangkan faktor—faktor penghambat dalam
pelaksanaan Jual beli tanah ini adalah :

1. Pada dasarnya masyarakat masih kurang menyadari
akan pentingnya Jjual beli tanah dan fungsi dari
sertifikat tanah itu.

2. Masyarakat belum begitu antusias/>kurang memper-
hatikan makna mengenail status pemilikanhak dan
mereka beranggapan mempunyai hak mutlak bila
sudah menguasai tanah buku Letter C/D.

3. Masih berapggapan bahwa Jjual beli tanah akan
memakan biaya yvang banyak dan waktunya lama.

Mengenai masih adanya anggapan dari masyarakat
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bahwa petuk C/ verponding Indonesia merupakan bukti
pemilikansangat menghambat dalam proses pelaksanaan
Jual beli tanah. Maka perlu penerapan/ penyuluhan baik
di tingkat desa maupun tingkat kecamatan sehingga
masyarakat mengertl dan menyadari benar akan manfaat
dan kegunaan serta dapat menjamin kepastian hukum hak
atas tanah. Maka masyarakat tanpa menunggu akan kepen-
tingan terhadap tanahnya yang mendesak, kita mengha-
rapkan akan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan
sertifikat: sehingga membantu kelancaran dan
singkatnya waktu yang diperlukan dalam proses pelaksa-

naan Jjual beli tanah.

Penyelesaian Masalah

Dalam penyvelesaian permasalahan dan hambatan-
“hambatan dalam pelaksanaan Jual beli tanah, maka
pemerintah Kabupaten Demak mengambil tindak&n—tindakan
éntara lain : ‘
1. Mengadakan Pendaftaran Tanah secara massal, karena

ini meringankan beban bagi masyarakat ekonomi

lemah.
2. Memberikan rangsangan kepada masyarakat khususnya

remegang hak atas tanah untuk bersedia membuatkan

sertifikat atas haknya tersebut.

3. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum masyarakat dalam

bidang pertanahan.
2
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya pemi-

lik tanah dalam menciptakan stabilitas politik
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serta pembangunan dibidang ekonomi.

5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan turut membantu
pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa
pertanahan.

6. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas
tanah.

7. Membiasakan | masyarakat pemilik tanah untuk

. mempunxai alat bukti yang otentik atas haknya
tersebut. I
Denéan dijalankannya tindakan-tindakan dari

Pemérintah Kabupaten Demak, maka pelaksanaan

pendaftaran tanah di Kabupaten Demak ini akan bertam-

bah maJju. Dengan demikian kesadaran dari masyarakat

akan bertambah.



BAB V
PENUTUP

Sebagal penutup dari skripsi ini penyusun kemukakan
beberapa kesimpulan dan saran-saran. |
A. Kesimpulan
1. Dalam perjanjian Jual beli tanah merupakan cara
peralihan hak milik atas tanah yang banyak terjadi
dalam masyarakat, oleh kgrena tanah merupakan benda
vang sahgat penting dalam kehidupan masyarakat dan
tanah mgrupakan benda tetap yang tidak dapat dipin-
dahkan tempatnyua, maka dalam pelaksanaan penyera-
han hak atas tanah perlu adanya suatul peraturan
untuk menjaga Jangan sampal ada persengketaaan
dalam Jual ©beli tanah dan disamping itu dengan
a&anya peraturan yang menjadi dasar dari jual beli
tanah beserta pelaksanaan penyerahan hak yaitu
untuk menjamin kepastian hukum mengenail tanah.
Terutama sekali mengenai jual beli tanah
secara lepas, karena Jjual semacam ini memerlukan
adanya penyerahan hak untuk selama-lamanya, turun-
temurun sampai waktu yang tak terbatas, l;in dengan
Jual sewa, Jual tahunan, dalam hak milik semacam
ini sifatnya hanya sementara dan Jangka waktunya
terbatas ditentukan dalam perJjanjian. Maka untuk
menJjamin kepastian hukumm dalam hal peralihan hak

milik atas tanah perlu adanya 8suatu peraturan

76
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sepertli untuk daerah Demak mengenal peralihan hak
vaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961.

. Dalam Jual beli tanah hak milik turun-temurun di

tentukan bahwa jumlah tanah yang boleh dijual untuk
daerah . Kabupaten Demak, tanah vang boleh
dijualbelikanialah untuk tanah kering seluas paling
sedikit 150 meter persegi dan untuk tanah sawah
atau tanah pertanian maka satu hak atas sawah yang
terdirl dari ‘dua petak itu kalau dijuai harus
dijual seluruhnya, tidak boleh menjual satu persatu
dan kalau ini terJjadi dalam masyaraka? maka perali-

han haknya harus bersamaan.

. Mengenal Jual bell tanah warisan yang belum diwa-

riskan atau belum dialihkan haknya pada ahli waris
£anah itu sebelum dijual belikan terlebih dahulu
harus diwariskan pada semua ahli warisnya baru
setelah tanah itu diwariskan baru dilaksanakan Jjual
beli.

B. Saran-saran

1.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pefalihan hak
atas tanah dan pemilikan hak atas tanah maka semua
tanah yang dimiliki dengan hak milik oleh perseo-
rangan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat,
sebagal tanda bukti hak pemilikan atas tanah. |

Dan dengan adanya sertifikat tersebut
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menjadi Jelas bahwa siapa yang menjadi pemilik
tanah dan dalam hal jual beli tanah akan menjadi
lebih Jelas siapakah yang berhak untuk menduél
tanah tersebut yaitu tanpa penyelidikan lagi yaitu
seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat
dan orang itulah yang menjadi pemilik tanah yang
berhak menjual tanahnya.

Dalam hal ini sertifikat adalah penting dalem lalu
lintast jual beli tanah atau peralihan hak atas
tanah. ‘Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang
ini seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961
mengenal pendaftaran tanah mska menjadi lancarlah
lalu 1lintas Jual beli tanah atau adanya peraturan
itu wuntuk mencegah adanya suatu pérsengketaan
mengenal peralihan hak atas tanah.

Sémua masyarakat Indonesia pada umumnya dan khusus-
nya bagi masyarakat Kabupaten Demak hendaknya
sangat berhati-hati bila membeli tanah, sebelumnya
harus diteliti dahulu mengenai latar belakangnya
tanah tersebut, apakah sudah bebas dari sengketa
atau belum, ini semua untuk menjaga kemungkinan-

kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari.
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Keténtua_n-ketentuan P.P. 10
tahun 1961

yang. perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, mem-
berikan sesvatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tansh sebagai tanggungan,. harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan
penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria .(selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 22.

{1}. Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat
menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang di-
maksud dalam pasal 19, jika :

a. permintaan itu' tidak  disertai dengan sertipikat tanah yang
bersangkutan;

b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam
perselisihan;

c. TIDAK DISERTAI SURAT-TANDA BUKTI PEMBAYARAN
BIAYA PENDAFTARAN,

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19,
tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraris sebagai "penjabat dipidana
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda
sebanyak-banyaknya Rp, 10.000,-

N

Pasal 44,

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud
dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.

2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal
ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3
bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—



AKTA JUAL BELI

No. / /19

— Pada hari ini,
datang menghadap kepada saya,
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961

Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal . 19  No.
bertindak

dizangkat

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturian Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

)



A T

Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak
kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
— sebagian dari
— sebidang tanah
No. -

— hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik atas -

satuan rumah susun No,
— Diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal

. No.

luas m? (

. meter persegi)
— persil No. - Blok Kohir No. :
— terletakdi:
— Propinsi Daerah Tingkat I :

— Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11:

-

— Kecamatan

— Desa/Kelurahan

— Jalan 8

— Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang
m? ( ’ meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:

~ Jual beli ini meliputi pula:

selanjutnya dalam akta ini disebut "objek jual beli”.
Pihak pertama-dan pihak kedua menerangkan bahwa :
a. - jual beli ini dilakukan dengan harga:

.

b. — pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut .

diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini
berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

—-———
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c. — jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagi berikut :

— Pasal | -
— Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik
pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari —, dan segala
kerugian/bgban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak
kedua,

‘ —Pasal 2 —
— Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut
dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan
untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

— Pasal 3 —

—~ Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.
Dalam hal derhikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada
pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir
karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan meng-
akhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual
beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban
sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua,

- Pasal‘ -

— Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam
akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasjonal, maka

—Pasal -




— Pasal -
— Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat

kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan
Negeri '

— Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak
ini, dibayar oleh

— Demikianlah akta ini dibuat dihadapan

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskun, maka akta ini ditanda

tangani atau "dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-suksi
dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama, Pih.k kedua,

. Saksi Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMIN.
DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG
UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN

DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DA:
LAM PASAL 3 AKTA INL

eyt v o e i et S Ay



SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON
(Pasal 2 P.M.D.N. S.X. 59/D.D.A./1970)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama“
Pekerjaan
Alamat

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai
tanah-tanah sebagai berikut =

Asak yang
masdh men-
adi tang-

Jumish

.
.

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
Pendaftaran atas nama kami-dari tanah Hak
tersebut pada akta P.P.A.T. tanggal No.
Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dihadap-
an Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kami tidak benar.

tanggal 19

Pemohon,

*)

®) Asli beserts satu rangk#paya
harus ditanda tangani diatas meterai

S T

Lt e s o ——



PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK
MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.

A. KETERANGAN MENGENA! PEMOHON (PIHAK YANG MENERIMA HAK)
1. Nama lengkap
Umur
. Kebangsaan
. Tempat tinggal
. Pekerjaan
. Penghasilan setahun

Nl Vb Wt

. Susunan keluarga
(yang menjudi Nama Hubungan
tanggungannya) keluarga

Umur

B. KETERANGAN MENGENAI YANG-MEMPUNYAI SEKARANG
7. Nama lengkap
8. Kebuangsaan
9. Tempat tinggal
10. Apakah ada hubungan keluargafistimewa dengan pemohon ? Kalau ada
bagaimana hubungan itu ?
11, Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9
“Undung-undung No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum
pemilikan hak atas tanah pertanian ?

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA.
12. Haknya
13. Luasnya
14. Surat’ bukti haknya
15. Letaknya 3
16. Dipergunakan untuk apa :

17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tunaman-tanaman yang berhurga yang
terletak fterdapat di atasnya.

tgl. No.

A o R e R T SRR o ot TAETA O T
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D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN
18. Bentuk perbuatan hukumnya ;
tersebut dalam akta/surat
tertanggal - N o . /
19. Keterangan mengenai No, 18 (kalau jual beli berapa harganya ?)
Kalau tukar menukar sebutkan benda penukarannya ?
E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNY Al PEMOHON.

20. Letaknya Haknya Luasnya Dipergunakan

F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

21. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnya.
(Nasional atau Asing).

Dibuat dengan sebenarnya di:
Pada tanggal:

Pemohon,

)

Nama jelas -
No. ]

Pemohon tersebut diatas ditolak/diizinkan dengan syarat bahwa jika temyata
keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut diatas tidak benar,
maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kemung-’
kinan dilaksanakannya tuntutan terhadap pemohon,

tanggal,
* *)

*)

*)  Asli beserta salah satu rangkapnya
harus ditanda tangani diatas meteral,
**) Jabatan pejabat instansi pemberi izin.

|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
l
|
|
|
X



-

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANATII AN KABUPATEN DEMAK
J1. Bhayangkara Baru No. 1 Demak

SURAT KETERANGAN
Nomor : Q48 / 614 / 19%

Dengan ini menerangkan bahwa Mah~siswa/ Mahasiswq
Fakultas : _BUKU M
Semeste: : _VII1 ( Delapan),
Universitas : _ ISLAM SULTAN AGING ( WNISSULA ) - SEMARANG.

sama : ___ENDAH SIN.ASTRI.

Nrp/Nirt : __03913351 /91.6.101.01000,50070

Alamat ! __Jle Semarang - Demak Km.34.
—OnggoraweRT 33 / 03 Sayung Kabupaten Demak.

Telah datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mengada-
kan

=>——— RBSEARCH / SURVEY emee—we
guna kepentingan B
- __Skripe! Sarjana Lengkap, dengan Judul : PELAKSANAAN PERIALIIAN. JUAL-BSLI-
—TAIAH SEHUBWNGAN DENGAN KETUARNYA UU No. S/ 4960 DI-KABURATEN—DEMAK—,—

Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan
sebagair-na mes'tinya.

[

Demak, Tgl ¢ JuNI 199

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
===, KABUPATEN DEMAK




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH "TINGKAT | JAWA  TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ji. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 24 Mei 1995

1. Kakanwil Bel "rop Jateng
Lampiran : 1 (satu) lembar. 2. Bupati KDH TK II Demak
Perthal  : Pemberitahuan tentang '
Pelaksanaan Research/
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat | Jawa Tengah, tang:
gal : e 24.00ei. 2995 i Nomor - R/..28722/PR/V/QS ... dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama

e DNDAH SULASTRT .
Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk | Jateng ( terlampir ).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '
AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
L3
500 078 989
TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubermur Untuk
Wilayah :
Semarang

-------------

..........................................




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JIl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax, 546802
SEMARANG 50132 -

SURAT REKOMENDASI RESEARCH /SURVEY
Nomor : R/ 2872/P/V/95

L DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :

Bappemda/345/VIIl/72.
I. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat [Jawa Tengah
o B AT 09T e oo B /)5
) UNILSUL A Gemarang
2. Suratdari ......... : _
tgl. ..22 Mei 1992 nomor.. 30 7/B.aA/S iz LN L95.

lll. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT 1), bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh

L. Nama " . Endah Sulastri
2. Pekerjaan . Mahasiswa
3. Alamat : Onggorawe R'T.13/03 Sayung Demak
4, Penanggungjaw‘ab : Djauhari Sli. M, HUM
. 5. Maksud tujuan * Untuk skripsi berjudul: :
research/survey '"PELAKSAIVAANY PIRJANJIAN JUAL BSILI TAN:AH O EHUBUNG.AN
DENGATY XELUARNYA UU O, 5 TH 1960 DI KiB. DEMAK"
6. Lokasi "¢ Kab. Demak

dengan ketentuan-ketentuansebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan lertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

- b, Sebelum meélaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus terlebih da-
hulu-melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

. ¢ Setelah research / survey selesai. supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
TINGKAT | Jawa Tengah.

IV, Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
' 24 tei 8/d 23 Juni 1995

Dikeluarkandi : SEMARANG
Pada tanggal : 24 llei 1995

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng, )
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati | Jateng.
4, Bupati/Walikotamadya KDH Tk.lI




PEMERINTAH PROPINS!I DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JIl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
' ~SEMARANG 50132

Nomor : R("'ES?Z@W/% o

B SN

I DASAR : Surat Gubemur Propunsi Jéwa ;Tléﬁga‘[i'{téng;gal 15 Agustus 1972 Nomor :

Bappemda/345/VIil/72.
. MENARIK : 1. Surat Kg)dit ,%ospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat lJawa Tengah
tgl. Z‘{,ﬁ}.,%‘%? e w10, 070/ 289 LT[ 95 ...
2. Suratdari “oi et S
tgl. ... 22 lYei 1 8l ki e nomor : . 397 /B.A/L54=5/ML95

Ill. Yang bertanda - tangan di bawah ini ‘Retua ‘Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa' Tengah(({BAPPEDA TINGKAT | ). bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas
pelaksanaan research / survey dalam wrilayg\h ,P.r?p‘l_n.si Daerah Tingkat | Jawa Tengah yang

320 G L R - ,

d;lalsanden oleh : esEAL AT St JUETII N L aUUE e

L Nama .0, EndabeSulastri o g

2 Pekerjaan.:=. | : tiahagiswa: o o

3. Alamat  .:--. o Unggorawe 1.13/403 Sayun~, Demak
4. Penanggungjawab : Djauhari wHeodle HUE .o
5.-Maksud tujuan : Untuk skripsi berjudul:

research/su™Wey ~ T'PELANSATAL UTPERVANTIAN TUAL 3301 Datiul 3ZHU3UNGAN
. QENG-’LZ‘{ PKELU:TLRNL';, Uu NO.# 5 T 1950 DI KaB. DLifax"

X S R e

4.0 g

6. Lokasi 'V :Kav Demak

[T A '

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / suivey langsung kepada responden. harus terlebih da-
hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

. ¢ Setelah research / survey selesai., supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
' 24 ilei 8/d 23 Juni 1995

Dikeluarkandi : SEMARANG

Pada tanggal _ 24 sei 1995

TEMBUSAN : A-BAPPEDA TINGKAT |
1. Bakorstanasda Jateng/ DIY. )
2. Kapolda Jateng.

3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati | Jateng.
4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.lI ...

........................... DOMAL e . ( NIP e 500078989

)

5. Arsip.



Telah lapor tangpal S5 Juni 1995.
Reg. No. OnAO/

MENGETAIUT

AN, BU2 ARI KEPALA DAERAI TK. II DEMAK
e R S0SIAL POLITIK

N:Lp. 010 082 978,

Rekomendagi dikirinm kepada Yth, :

1. Ketua Bappeda Kab. Dati II Dernlk.

2. Kepala Kantor BPN Kab, Dati II Derinlt.
3. Cnnat Demak Kota Knb, Dati II Dennk.
4, Pertinggal

Catatan ¢  Selesai melak sanskan Riset hanilnya
harap dilaparkan ke Kantor Sosenol
Kab, Dati II Demnk.




PulwINDAH PROFINSI DaBRaH TINGh.D I JadfA LaNGa'l
DIR:EKIORAT SCuInl POLILIK
J1l. Menteri Supeno No.2 Semarang Telpon ; 414205

o e e e e e ot s e e o

“ Semaraily, 24 Mei 1995.
Nouwor : o7o/.¢~70/ v /1995, KiPaDa YIH
Sifat . T LiTUA B.PEFEDA PROPINS I
Lampiran : DAsRAH TINGLAT I JavA LPENGAH
Perihal : Ijin Pencliizian. JL. PuNMUDA NC. 132

DI

SEITA R ool .

Membaca surat PD I Fak, Hukum UNISSULA Semarang nomor 307/
BJA/SA-H/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 maksud Sdr, ENDAH SULASTRI akan mee
ngadakan penelitian dengan judul 3 " PLLAKSANAAN PLRJANJIAN JUAL BiLI

TANAH SEHUBUNGAN DENGAN K:LUARNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI
KABUPATEN DEMAK ", unpuk skripsi

Lokasi
Waktu

‘)‘ Penanggung J'awab

Kab, Demak
24 Mei s/d 23 Juni 1995
Djauhari SH. M, HUM '

Dengan ini kami menyatakan tidak leberatan untuk di-
berilan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang -
berkbpentingm dengan mematuhi senue peraturan dan perun -
| dangan yang berlalku.
‘ : Setelah yang bersangkutan menyelessikan Thesis/Skrip
| . si/k{arya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se-
| . L.mbc.t-lmnbata.nya 1 {sztu) tulen, segera menyerahkan hasil
nya hLepada DIRZKTORAT SOSI -L POLITIK P.u?.u'?.IN.L #H PROPINSI
‘ Dis SWH TINGRAT I JaWhi ToNGaH dan B.PPEDA PROPING I DAE aall
0 TINGhAT I JaWA TuNGAH. ¢
Dalam pelalisanaan tersebut diwajibkan ikut memban-
tu keamanan dan ketertiban wmum nasyarakat don mentaati
tata tertidb serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang ber-
lnku di daerah setempat.

RwP alih, DIREIIOR:D $SOSIAL POLILIK
' PROPIN.:I DELRH TINGhAT I

/r\vm TUNG.H




BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Il K Manguanszri:zoro No. 34 C Semarang (58:36) Tip. 310388 310389 316627 Kotak Pos : 227

0507 77 13y B Semarang, 26 MET 1995
an: | «satu ) berkas. )
ljin Research / Survey, Kepada
An. Sdr. ENDAY! SULASTRI Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / KonranseFs DEMAK

] d DEM AK

Berdasarbap Rekomendust Rescarch £ Survey dari BAPPEDA Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jawa

Tengah tanggal (Loa 5. 1998 Nomor  B/2872/P/V/95

perthal ebagaimanas eesebut ‘patla pokok surit-diatay, bersama ini-kami bertabukan dengan hormat
bihwau :

Nuauma . ENDAH SULASTRI

Nomor Induk Mahasiswa © 1035,01.3351

DuAL’mcrxuns ! Sdadape  : ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Kami berikan ijin untuk mengadakan Research / Survey pada Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kubaitind pa CEMAK dalam rangka mengadakan penelitian dengan

Wdul 5oy 21432NAAN  PERSANJIAN JUAL SELI TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA
UNTAV-UNDANG NOMER S TAHUN 19€~ DI iKAB, DEMAK.
(Y3

Schubungan dengan itu, kepadanya supaya chberikan petunjuk / penjelasan seperlunya.

Pertansaan dare yang bersangkutan dan jawaban scrta petunjak - peiunjuk dari Saudara supaya dibuat

sevara tertulis

Kemwudian setelah selesai supaya men:Sust laporuaa yang dikeichui oleh Saudara selaku

kepala Kantor Pertatuhan Kabupaten / Kotamadya: DEMAK
don tembusannya disap ik an kepada kami.

An. KAKANWILL BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINS!I JAWA TENGAH
o K_gnlu Bagian Tata Usaha

N Disamparkan kepada Yth.
ultas BUKUYM TLTSSULA,
NG

(B3
T A4S )
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